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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul "HUKUM DAN SISTEM
POLITIK: Teori, Dinamika, dan Tantangan Kontemporer” ini dapat
diselesaikan dan hadir di hadapan para pembaca.

Hukum dan politik merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan
dalam kehidupan bernegara. Hukum memberikan fondasi normatif bagi
penyelenggaraan kekuasaan, sementara sistem politik menentukan
bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan.
Relasi keduanya bukanlah hubungan yang statis, melainkan dinamis, saling
memengaruhi, saling membentuk, dan kerap kali saling menegangkan. Dalam
konteks itulah buku ini disusun: untuk menawarkan pemahaman yang utuh
dan kritis mengenai bagaimana hukum dan sistem politik bekerja secara
simultan, baik pada tataran teori maupun praktik.

Buku ini terdiri atas beberapa bagian utama. Bagian pertama membahas
landasan teoretis mengenai hubungan hukum dan politik, termasuk berbagai
paradigma dan pendekatan yang berkembang dalam kajian ilmu hukum dan
ilmu politik. Bagian kedua mengupas dinamika sistem politik mulai dari
konstitusi, lembaga negara, partai politik, pemilu, hingga relasi antara negara
dan masyarakat sipil dengan menempatkan hukum sebagai kerangka analisis.
Sementara itu, bagian ketiga menyoroti tantangan kontemporer yang
dihadapi oleh sistem hukum dan politik di era globalisasi, digitalisasi, serta
menguatnya populisme dan disrupsi teknologi. Isu-isu seperti demokrasi
digital, korupsi, independensi peradilan, dan perlindungan hak asasi manusia
menjadi perhatian utama pada bagian ini.

Kami menyadari bahwa buku ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia
merupakan hasil dari proses panjang refleksi akademik, dan diskusi. Berbagai
pemikiran dalam buku ini juga terinspirasi oleh karya-karya klasik maupun
kontemporer dari para akademisi serta praktisi hukum dan politik, baik dari
Indonesia maupun mancanegara. Namun, kami berusaha menyajikan
perspektif yang kontekstual, dengan mengambil contoh dan kasus dari
realitas politik-hukum Indonesia, tanpa mengabaikan perbandingan dengan
negara lain.

Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua
pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kepada penerbit

iii



Sada Kurnia Pustaka, yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan
penerbitan. Kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan masukan
kritis dan konstruktif. Dan tentu saja, kepada keluarga kami, yang dengan
sabar memberikan ruang dan waktu bagi kami untuk menyelesaikan tulisan
ini.

Kami juga menyampaikan penghargaan kepada para pembaca yang
budiman. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai jawaban final atas
kompleksnya persoalan hukum dan politik. Sebaliknya, ia adalah undangan
untuk berpikir bersama, berdialog, dan mengkritisi. Kami berharap buku ini
dapat bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, politisi, serta
siapa pun yang peduli terhadap masa depan hukum dan demokrasi di negeri
ini.

Selamat membaca. Semoga buku ini menjadi sajian intelektual yang
mencerahkan dan menginspirasi.

Penulis
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BAB 1
HAKIKAT HUKUM DAN
SISTEM POLITIK

Fakhry Amin, S.H., M.H.
Indonesia Law Study Club /Klub Studi Hukum Indonesia




Hakikat Hukum Dan Sistem Politik

Pendahuluan

Hukum dan politik merupakan dua dimensi fundamental yang secara terus-
menerus membentuk arah kehidupan bernegara. Keduanya hadir dalam
hampir seluruh proses penyelenggaraan kekuasaan, mulai dari pembentukan
lembaga negara, perumusan kebijakan publik, pembentukan peraturan
perundang-undangan, pelaksanaan pemerintahan, hingga penyelesaian
konflik yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Meskipun secara
disipliner hukum dan politik sering ditempatkan dalam rumpun ilmu yang
berbeda, realitas menunjukkan bahwa pemisahan keduanya secara mutlak
justru dapat menghasilkan pemahaman yang tidak utuh mengenai
bagaimana negara bekerja. Hukum memberikan bentuk normatif terhadap
penyelenggaraan kehidupan bersama, sedangkan politik berkaitan dengan
proses penentuan arah, pilihan, dan penggunaan kekuasaan dalam
kehidupan kolektif. Dalam konteks tersebut, hukum dan politik tidak berada
dalam hubungan yang sepenuhnya terpisah, melainkan dalam suatu relasi
yang saling memengaruhi, saling membatasi, dan dalam keadaan tertentu
bahkan saling menentukan.

Persoalan hubungan antara hukum dan politik menjadi penting karena
hukum pada hakikatnya tidak lahir dalam ruang sosial yang steril dari
kepentingan dan kekuasaan. Setiap pembentukan hukum berlangsung
melalui proses tertentu yang melibatkan lembaga-lembaga politik, pemegang
kekuasaan, kelompok kepentingan, serta masyarakat. Undang-undang,
misalnya, secara formal memang tampil sebagai norma hukum yang bersifat
mengikat, tetapi proses kelahirannya tidak dapat dilepaskan dari perdebatan,
negosiasi, kompromi, bahkan pertarungan kepentingan di antara berbagai
aktor politik. Oleh karena itu, memahami hukum hanya dari teks peraturan
tanpa  memperhatikan  kondisi  politik yang  melatarbelakangi
pembentukannya berpotensi menghasilkan pembacaan yang sempit. Hukum
memang dapat dipelajari sebagai sistem norma, tetapi hukum juga
merupakan produk dari proses sosial dan politik yang berlangsung dalam
struktur kekuasaan tertentu (Mahfud, 2026).

Pandangan tersebut memperoleh tempat penting dalam pemikiran Moh.
Mahfud MD melalui karya Politik Hukum di Indonesia. Salah satu kontribusi
penting pemikirannya terletak pada penggunaan pendekatan interdisipliner
untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan politik. Mahfud MD
mengembangkan asumsi bahwa dalam konteks tertentu hukum dapat
dipahami sebagai produk politik, terutama karena pembentukan hukum
positif merupakan hasil dari interaksi berbagai kekuatan politik yang
membawa kepentingan, aspirasi, dan orientasi ideologis masing-masing.
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Dalam kerangka tersebut, hukum dapat dilihat sebagai hasil kristalisasi dari
proses politik yang berlangsung dalam lembaga-lembaga negara. Namun,
pemahaman bahwa hukum merupakan produk politik tidak seharusnya
dimaknai secara simplistis sebagai anggapan bahwa seluruh hukum semata-
mata merupakan alat kekuasaan. Perspektif tersebut justru membuka ruang
analisis untuk melihat secara kritis bagaimana kekuasaan, kepentingan,
konfigurasi politik, dan proses demokrasi memengaruhi karakter hukum
yang dihasilkan (Mahfud, 2026).

Pendekatan politik hukum yang dikembangkan Mahfud MD memiliki
arti penting dalam konteks perkembangan ilmu hukum Indonesia. Selama ini,
kajian hukum sering kali lebih menekankan pendekatan normatif dengan
menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai objek utama analisis.
Pendekatan tersebut tentu tetap penting karena hukum memiliki sifat
normatif dan mengandung kaidah yang mengikat. Akan tetapi, pendekatan
normatif semata tidak selalu mampu menjelaskan mengapa suatu peraturan
lahir pada waktu tertentu, mengapa substansi tertentu dipilih dan substansi
lain diabaikan, atau mengapa hukum yang secara formal berlaku tidak selalu
berjalan efektif dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan
tersebut membawa kajian hukum memasuki wilayah yang lebih luas, yaitu
hubungan antara norma, kekuasaan, kepentingan, institusi, dan dinamika
sosial-politik (Mahfud, 2011).

Dalam perspektif ilmu politik, keberadaan hukum tidak dapat
dilepaskan dari persoalan kekuasaan. Miriam Budiardjo menjelaskan politik
melalui berbagai aspek yang berkaitan dengan negara, kekuasaan,
pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya dalam
masyarakat. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa politik pada
dasarnya merupakan mekanisme untuk menentukan bagaimana keputusan
kolektif dibuat dan bagaimana keputusan tersebut dilaksanakan. Dalam
lanscape masyarakat yang kompleks, perbedaan kepentingan merupakan
suatu keniscayaan. Tidak semua kelompok memiliki kebutuhan, aspirasi, dan
kepentingan yang sama. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme untuk
mengelola perbedaan tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik yang
merusak kehidupan bersama. Politik hadir sebagai arena tempat kepentingan
diperjuangkan, dipertemukan, dinegosiasikan, dan dalam kondisi tertentu
diputuskan melalui penggunaan kekuasaan yang memiliki legitimasi
(Budiardjo, 2008).

Namun, kekuasaan sebagai inti dari politik selalu mengandung
persoalan mendasar. Kekuasaan diperlukan agar keputusan dapat
dilaksanakan, tetapi pada saat yang sama kekuasaan juga berpotensi
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Pendahuluan

Pembahasan mengenai hukum dan sistem politik pada dasarnya tidak dapat
dilepaskan dari tiga konsep fundamental yang saling berkelindan, yaitu
negara, kekuasaan, dan politik. Ketiganya bukan merupakan konsep yang
berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk suatu jaringan hubungan yang
menentukan bagaimana kehidupan bersama diselenggarakan, bagaimana
keputusan publik dibuat, siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat
keputusan tersebut, serta atas dasar apa kewenangan itu dapat dianggap sah
dan mengikat. Negara menyediakan kerangka kelembagaan bagi kehidupan
politik dan hukum, Kkekuasaan menyediakan kemampuan untuk
memengaruhi serta mengarahkan perilaku dan keputusan, sedangkan politik
menjadi ruang tempat berbagai kepentingan, nilai, aspirasi, dan konflik
dipertemukan serta diproses menjadi keputusan yang mengikat masyarakat
(Budiardjo, 2008). Karena itu, pemahaman mengenai hukum dan sistem
politik menjadi tidak utuh apabila negara hanya dipahami sebagai institusi
administratif, kekuasaan hanya dipahami sebagai kemampuan memaksa, dan
politik hanya direduksi menjadi kompetisi untuk memperoleh jabatan.

Dalam tradisi ilmu politik, negara secara umum dipahami sebagai
organisasi yang memiliki kedudukan khusus karena mempunyai otoritas
untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam wilayah tertentu. Akan tetapi,
pengertian negara tidak cukup dijelaskan melalui unsur penduduk, wilayah,
dan pemerintahan semata. Negara pada hakikatnya merupakan konstruksi
kelembagaan yang lahir dari perkembangan sejarah, pergulatan kekuasaan,
kebutuhan akan ketertiban, serta pencarian terhadap legitimasi dalam
kehidupan bersama. Miriam Budiardjo menempatkan negara sebagai salah
satu organisasi kekuasaan yang mempunyai kemampuan untuk mengatur
hubungan-hubungan dalam masyarakat melalui seperangkat institusi dan
kewenangan yang bersifat mengikat (Budiardjo, 2008). Oleh karena itu,
persoalan negara selalu mengandung pertanyaan mendasar mengenai siapa
yang berkuasa, bagaimana kekuasaan diperoleh, untuk tujuan apa kekuasaan
digunakan, dan sejauh mana kekuasaan tersebut dapat dibatasi.

Pertanyaan mengenai negara menjadi semakin penting dalam
perkembangan masyarakat modern karena negara memiliki kemampuan
yang jauh lebih besar dibandingkan organisasi sosial lainnya untuk
memengaruhi kehidupan warga negara. Negara dapat membuat hukum,
membentuk lembaga, menarik pajak, menjalankan kebijakan, menggunakan
aparatus penegakan hukum, dan dalam keadaan tertentu menerapkan
tindakan koersif yang sah. Akan tetapi, kemampuan negara untuk bertindak
tersebut sekaligus mengandung potensi bahaya. Semakin besar kapasitas
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kekuasaan yang dimiliki negara, semakin besar pula kemungkinan kekuasaan
tersebut digunakan secara melampaui batas atau bahkan menyimpang dari
tujuan pembentukannya. Dari titik inilah berkembang gagasan modern
mengenai pembatasan kekuasaan melalui hukum dan konstitusi.

Sejarah pemikiran politik memperlihatkan bahwa persoalan negara
pada dasarnya selalu berkaitan dengan usaha mencari titik keseimbangan
antara kebutuhan akan kekuasaan yang efektif dan kebutuhan untuk
mencegah kekuasaan yang berlebihan (Hobbes, 1996). Negara yang terlalu
lemah dapat gagal menjamin ketertiban, melindungi hak warga negara, dan
melaksanakan kebijakan publik (Fukuyama, 2014). Sebaliknya, negara yang
terlalu kuat berpotensi menundukkan masyarakat di bawah kehendak
penguasa (Acemoglu dan James, 2019). Dilema inilah yang menjadikan teori
negara tidak pernah berhenti pada pertanyaan mengenai asal-usul negara,
tetapi juga berkembang menjadi perdebatan mengenai legitimasi,
pembatasan, distribusi, dan pertanggungjawaban kekuasaan (Weber, 1978).

Berpijak pada konteks di atas, hukum memperoleh kedudukan yang
sangat penting. Hukum bukan hanya seperangkat norma yang mengatur
perilaku masyarakat, melainkan juga instrumen untuk mengorganisasi dan
membatasi kekuasaan. Kekuasaan memerlukan hukum untuk memperoleh
bentuk kelembagaan dan legitimasi, sementara hukum membutuhkan
kekuasaan agar norma-norma yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara
efektif. Hubungan antara hukum dan kekuasaan dengan demikian bersifat
timbal balik dan tidak sederhana. Hukum dapat menjadi sarana untuk
mengendalikan kekuasaan, tetapi dalam situasi tertentu hukum juga dapat
digunakan oleh pemegang kekuasaan untuk memperkuat posisinya.

Pandangan tersebut menjadi penting untuk menghindari pemahaman
formalistik yang menganggap bahwa setiap tindakan yang memiliki dasar
hukum dengan sendirinya telah memenuhi tuntutan keadilan dan demokrasi.
Legalitas memang merupakan unsur penting dalam negara hukum, tetapi
legalitas tidak selalu identik dengan legitimasi demokratis ataupun keadilan
substantif. Sebuah kebijakan dapat dibentuk melalui prosedur formal yang
tersedia, tetapi tetap menimbulkan persoalan apabila proses
pembentukannya tertutup, partisipasi publik diabaikan, atau substansinya
lebih menguntungkan kelompok yang memiliki kedekatan dengan pusat
kekuasaan. Karena itu, kajian mengenai hukum dan politik harus bergerak
melampaui pembacaan terhadap teks hukum semata dan memperhatikan
konteks kekuasaan yang melatarbelakangi pembentukan, pelaksanaan, dan
penafsiran hukum (Mahfud, 2026).
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Dualisme Positivisme Hukum dan Political Jurisprudence

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Konseptualisasi subbab ini adalah menganalisis ketegangan fundamental
antara ajaran positivisme hukum (yang memandang undang-undang sebagai
sistem norma netral, logis, dan tertutup) dengan realitas political
jurisprudence (yang memandang legislasi sebagai kristalisasi kompromi,
kontestasi kekuasaan, dan konfigurasi politik dominan). Subbab ini
membongkar keterbatasan analisis doktrinal-normatif murni dalam
memahami dinamika pembentukan hukum formal.

Doktrin positivisme mempertahankan validitas formal, namun
kehilangan legitimasi substantif. Doktrin kepastian hukum positivistik
mampu mempertahankan validitas teknis undang-undang selama prosedur
formal dipenuhi, namun validitas normatif substantifnya mengalami
degradasi saat proses legislasi didominasi oleh transaksi mayoritas
(Wiryanthi et al.,, 2026; Jiménez, 2023). Dominasi oligarki atau koalisi mutlak
sering mereduksi pembentukan hukum menjadi sekadar instrumen
kekuasaan formalistis tanpa pertimbangan keadilan publik (Wiryanthi et al.,
2026; Hazmi et al,, 2021; Nurlindawati et al., 2026).

Positivisme hukum klasik menetapkan bahwa hukum adalah perintah
berdaulat yang validitasnya ditentukan oleh kepatuhan terhadap sumber
kewenangan faktual dan aturan pembentukan (rules of rule change), terpisah
dari penilaian moralitasnya (Jiménez, 2023; Kliemt, 2024; Santoro, 2024).
Dalam rezim mayoritas demokratis, kepatuhan prosedural atas penetapan
norma tertulis dianggap cukup untuk menciptakan kepastian hukum
operasional (Jiménez, 2023; Hazmi et al,, 2021; Kliemt, 2021).

Akan tetapi, kepastian hukum yang semata-mata bertumpu pada teks
formal (lex) memutus hukum dari dimensi moralitas, keadilan substantif, dan
budaya masyarakat (ius) (Hazmi et al., 2021; Kelman & Kelman, 2026). Ketika
parlemen meloloskan undang-undang bermuatan kepentingan sempit tanpa
pertimbangan substansi moralitas universal, model legalis murni tetap
menganggap produk tersebut sah secara legal formal (Wiryanthi et al., 2026;
Hazmi et al, 2021; Sajé, 2024). Positivisme bahkan mengakui bahwa
keberlakuan hukum formal sepenuhnya dapat berjalan berdampingan
dengan ketidakadilan yang nyata (Jiménez, 2023).
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Tabel 3.1: Komparasi Paradigma Validitas Hukum Terhadap Dominasi

Legislasi Mayoritas

Teori Hukum

Dasar Validitas Norma

Kerentanan terhadap
Mayoritas Mutlak

Positivisme Murni

Kepatuhan prosedur dan
kompetensi organ
pembentuk (Wiryanthi et al.,
2026; Kliemt, 2021)

Menjadi instrumen
legalisasi transaksi politik
elite (Wiryanthi et al,
2026; Hazmi et al,, 2021)

Konstitusionalisme
Wacana

Prosedur deliberatif dan
persetujuan konsensus
rasional (Michelman, 2019)

Runtuh jika partisipasi
bermakna ditiadakan
(Wiryanthi et al, 2026;
Michelman, 2019)

Dual Nature of Law Keseimbangan antara | Membuka ruang
kepastian fakta dan | pembatalan norma melalui
kebenaran moral | uji materi (Sajo, 2024)
(Matvieieva, 2022)

Kritik Pancasila Pengujian aksiologis | Mengoreksi  formalisme
martabat manusia dan | hukum yang menindas

keadilan (Wiryanthi et al,
2026)

publik (Wiryanthi et al,
2026)

Sumber: Diolah penulis

Legitimasi pembentukan hukum dalam negara hukum modern
menuntut adanya rasionalitas deliberatif yang melampaui kemenangan
elektoral atau kuota kursi mayoritas (Marcilla, 2019; Priban, 2019).
Pembentukan undang-undang yang tergesa-gesa atau mengalami hipertrofi
akibat transaksi ekonomi-politik elite merusak prediktabilitas tatanan
hukum dan meminggirkan keadilan responsif (Urban, 2024; Kelman &
Kelman, 2026; Nurlindawati et al., 2026). Dominasi mayoritas tanpa kendali
substansial melahirkan bahaya otokrasi legalis (ruling by law), di mana
bentuk hukum digunakan untuk melumpuhkan fungsi pengawasan (Sajo,
2024; Kliemt, 2024).

1. Doktrin positivisme legalistik mengabaikan evaluasi etis demi
mempertahankan keteraturan sistemik dan otoritas negara (Wiryanthi et
al,, 2026; Arlota, 2018).

2. Ketiadaan partisipasi publik bermakna menghilangkan alasan kewajiban
moral warga untuk mematuhi undang-undang (Wiryanthi et al, 2026;
Michelman, 2019).

3. Keberlakuan formal suatu norma tidak menjamin kekebalan dari
pembatalan peradilan atas dasar pelanggaran hak dasar (Sajo, 2024;
Morozovich & Laura, 2019).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum positivistik
hanya mampu mempertahankan status keabsahan teknis-prosedural, tetapi
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Model keputusan legisprudensial membagi justifikasi ke dalam tahapan
verifikasi masalah empiris, penilaian alternatif regulasi, integrasi koherensi
sistemik, hingga evaluasi efektivitas norma pasca-pemberlakuan (Shim,
2025). Pemberian alasan yang rasional (reason-giving) dalam naskah hukum
meningkatkan kesediaan sukarela masyarakat untuk mematuhi aturan serta
menekan ongkos penegakan hukum negara (Lewinsohn-Zamir et al., 2021;
Dolzhikov & Vasilyeva, 2023). Ketiadaan justifikasi memadai mengubah
undang-undang menjadi bentuk kesewenang-wenangan (arbitrary
legislation) yang membenarkan pengujian pembatalan oleh mahkamah
peradilan konstitusi (Vigo, 2020; Karpen, 2016). Melalui pelembagaan duty
to justify, legisprudence memastikan pembuatan regulasi tidak terjerembap
ke dalam formalisme atau transaksionalisme politik, melainkan ditegakkan
melalui pembuktian empiris yang ketat dan penalaran normatif yang
proporsional.
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Sistem Politik: Konsep, Tipologi, dan Perkembangannya

Konsep Politik

Secara etimologis, istilah “politik” berakar dari bahasa Yunani polis, yang
digunakan  untuk merujuk pada konsep negara-kota. Dalam
perkembangannya, politik tidak hanya dimaknai sebagai urusan kenegaraan
semata, melainkan juga mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan
perebutan, pemeliharaan, dan pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat
(Budiarjo, 2020).

Politik pada dasarnya berkaitan dengan proses merumuskan
kepentingan dan tujuan bersama, kemudian merealisasikannya melalui
keputusan yang berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain
itu, politik dapat diartikan menjadi suatu seni dan ilmu untuk mencapai
kekuasaan, baik secara konstitusional maupun non-konstitusional, serta
bagaimana kekuasaan itu dipertahankan dan digunakan untuk memengaruhi
perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Surbakti,
2010).

Secara etimologis, politik berasal dari kata polis yang berarti negara
kota, kemudian berkembang menjadi politeia (segala sesuatu yang
berhubungan dengan negara), polites (warga negara), dan politicos
(kewarganegaraan) (Isjwara,1974). Dalam pengertian modern, politik
mencakup semua kegiatan dalam bidang kekuasaan, pengambilan keputusan,
kebijakan publik, dan distribusi nilai-nilai dalam masyarakat (Easton, 1965).

Pengertian Sistem Politik
Sistem politik adalah suatu konsep sentral dalam ilmu politik modern.
Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh David Easton,
guru besar ilmu politik dari Universitas Chicago, yang meneliti budaya dan
perangai politik dengan menggunakan pendekatan sistem (Easton, 1953).

Easton mendefinisikan sistem politik sebagai sistem alokasi nilai-nilai
secara otoritatif bagi seluruh masyarakat. la menekankan bahwa sistem
politik beroperasi dengan mekanisme input-output. Mekanisme ini
memanfaatkan tuntutan (demand) dan dukungan (support) yang diolah
dengan proses konversi dalam struktur politik menjadi kebijakan sebagai
output, yang kemudian memperoleh umpan balik (feedback) dari masyarakat
(Easton, 1965). Pendekatan ini memungkinkan para ilmuwan politik untuk
menganalisis kehidupan politik secara dinamis dan menyeluruh, tidak hanya
dalam organ pemerintahan. (Easton, 196z).

Miriam Budiardjo, salah satu ilmuwan politik Indonesia terkemuka,
menegaskan bahwa gagasan sistem politik pada dasarnya dipergunakan
untuk analisis. Sistem bersifat non teoritis dan terkumpul dari elemen
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elemen variabel yang di implementasikan dalam suatu hal konkrit, seperti
negara atau kesatuan dari hal hal yang lebih besar (Budiarjo, 2020). Dengan
demikian, sistem politik pada hakikatnya terdiri dari rangkaian struktur dan
proses yang saling berkelindan dalam mengatur serta mengalokasikan nilai-
nilai kekuasaan secara sah. (Budiarjo, 2020).

Selain para ahli di atas, Karl Deutsch memberikan kontribusi penting
melalui pendekatan sibernetika terhadap sistem politik. la memandang
sistem politik sebagai jaringan komunikasi dan kontrol, di mana informasi
mengalir dari masyarakat ke pusat-pusat pengambilan keputusan dan
kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk kebijakan (Deutsch, 1963).
Pendekatan Deutsch menekankan pentingnya komunikasi dan umpan balik
dalam menjaga stabilitas dan efektivitas sistem politik (Deutsch, 1963).

Dasar Hukum Sistem Politik di Indonesia

Secara fundamental, landasan Kkonstitusional atas system politik Indonesia
dinyatakan secara tegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 tepatnya pada Alinea Ke-empat,
yang eksplisit menyatakan bahwa Negara Indonesia terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan ang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia, 1945)

Lebih lanjut juga melalui batang tubuh UUD NRI 1945 tepatnya Pasal 1
ayat (1) secara verbatim dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara
Kesatuan Berbentuk Republik” (Republik Indonesia, 1945). Ketentuan
tersebut pada dasarnya merupakan norma paling dasar tentang bentuk
negara yang tidak boleh diubah, sebagaimana dinyatakan lebih lanjut melalui
Pasal 37 ayat (%) yang secara verbatim menegaskan bahwa khusus mengenai
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan (Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, 1945).

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 lebih lanjut menegaskan jika
"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”. Ketentuan dimaksud mengafirmasi bahwa demokrasi yang
berbasiskan kedaulatan rakyat dalam konteks pelaksanaannya harus sesuai
dengan konstitusi, sehingga disebut sebagai demokrasi konstitusional
(Asshiddigie, 2006, him. 101).
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Konsep Dasar Politik Hukum

Pendahuluan

Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Indonesia secara
konstitusional mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (Asshiddigie
2005a). Komitmen dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945 tersebut
membawa implikasi yuridis yang mendalam, di mana segala bentuk
kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan negara, baik oleh lembaga
eksekutif, legislatif, maupun yudikatif wajib bersandar pada koridor hukum
yang berlaku (Asshiddigie 2004). Guna menghindari penyalahgunaan
wewenang (rule by man) serta menjamin hak-hak konstitusional publik,
doktrin negara hukum menekankan pentingnya supremasi hukum (rule of
law) (Hadjon 2015). Oleh karena itu, prinsip legalitas menjadi fondasi utama
dalam setiap tindakan pemerintah, yang menuntut agar seluruh kebijakan
administrasi negara selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang
menopangnya (Jenar 2023a).

Secara teoretis, hukum kerap dipandang sebagai susunan norma yang
objektif, logis, dan berdiri sendiri. Namun, pada kenyataannya, hukum tidak
pernah terbentuk dalam ruang isolasi, melainkan senantiasa lahir dari
pergulatan sosial dan politik yang dinamis (Purbacaraka and Soekanto 1993).
Dinamika politik memegang peranan krusial dalam mengarahkan dan
menentukan isi dari peraturan perundang-undangan yang sedang
dirumuskan (Soemantri 2018). Dalam praktiknya, penyusunan norma
hukum sering kali menjadi ruang pertarungan kepentingan di antara
bermacam-macam pemangku kepentingan, termasuk partai politik, pelaku
usaha, hingga gerakan masyarakat sipil. Interaksi timbal balik yang dialektis
antara ranah hukum dan politik ini kemudian memicu lahirnya kajian ilmiah
politik hukum (rechtspolitiek) (Mahfud MD, 2012).

Bagi negara hukum yang sedang berkembang seperti Indonesia,
pemahaman mendalam tentang politik hukum menjadi hal yang sangat
strategis. Hal ini dikarenakan politik hukum merupakan instrumen
pengendali yang menuntun arah perancangan regulasi, reformasi hukum,
serta pelaksanaan penegakan hukum di tingkat nasional (Maidianti 2022)).
Bidang ini bertindak sebagai penghubung antara nilai filosofis dari cita
hukum (Rechtsidee) yang bersifat abstrak dengan realisasi kebijakan negara
pada tingkat operasional (Rongiyati 2017). Apabila negara tidak memiliki
garis politik hukum yang sistematis dan jelas, maka proses pembentukan
regulasi di Indonesia rentan mengalami kontradiksi, tumpang tindih sektoral,
atau justru dikuasai oleh Kkepentingan politik golongan elite yang
mengesampingkan aspirasi serta kebutuhan riil masyarakat luas (Warassih
2018).
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Konsep Dasar Politik Hukum
1. Definisi dan Ruang Lingkup Politik Hukum

Ditinjau dari segi etimologi, istilah politik hukum diadopsi dari kosakata
bahasa Belanda, rechtspolitiek, yang menggabungkan kata recht (hukum)
serta politiek (kebijakan atau policy). Pada prinsipnya, konsep ini merujuk
pada haluan kebijakan resmi yang dianut negara terkait hukum yang
hendak diterapkan, baik melalui perancangan aturan baru maupun
penggantian regulasi lama sebagai upaya mewujudkan cita-cita bernegara
(Jenar 2022). Gagasan mengenai politik hukum dapat dikaji lebih
mendalam lewat pemikiran para pemikir hukum besar di Indonesia.
Seperti halnya Mochtar Kusumaatmadja yang mendefinisikan politik
hukum sebagai panduan kebijakan perundang-undangan dalam rangka
melakukan modernisasi atau pembaruan hukum. Pendekatan ini berfokus
pada taktik dan perangkat hukum negara dalam merestrukturisasi sistem
hukum agar tetap kontekstual (Setiawan et al. 2020). Sementara itu, Moh.
Mahfud MD mengutarakan bahwasanya politik hukum sebagai kebijakan
hukum (legal policy) dari otoritas negara mengenai aturan hukum mana
yang akan diberlakukan atau dicabut demi mencapai cita-cita
kemerdekaan yang digariskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 (Mia
Kusuma Fitriana 2015).

Lebih lanjut, Abdul Hakim Garuda Nusantara memaparkan bahwa
politik hukum nasional merepresentasikan peta jalan kebijakan hukum
komprehensif yang diikhtiarkan oleh suatu rezim pemerintahan. Cakupan
politik hukum nasional dalam perspektifnya terbagi atas 4 (empat) pilar
utama: (1) konsistensi dalam penegakan regulasi; (2) pengembangan
hukum melalui pembaruan aturan usang serta penciptaan norma baru
yang responsif terhadap aspirasi publik; (3) penguatan fungsi lembaga
penegak hukum; serta (4) edukasi guna mendongkrak kesadaran hukum
warga negara. Hal ini membuktikan bahwa politik hukum tidak semata-
mata berkutat pada proses perumusan pasal di parlemen, melainkan
meluas hingga aspek implementatif di lapangan (Primadhany 2024).
Senada dengan itu, Satjipto Rahardjo memaknai politik hukum sebagai
tindakan memilih serta menetapkan strategi atau metode terbaik guna
mewujudkan target sosial kemasyarakatan tertentu melalui instrumen
hukum. Dalam pandangannya, dimensi politik berperan merumuskan visi
sosial masyarakat, sedangkan hukum berfungsi menyuplai sarana dan
kerangka kerja untuk mewujudkannya (Rahardjo 2014). Argumen
tersebut sejalan dengan konstruksi berpikir C.F.G. Sunaryati Hartono,
yang melihat politik hukum sebagai mekanisme strategis yang digunakan
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Genealogi Pemikiran tentang Hukum sebagai Produk
Politik

Pandangan hukum sebagai norma otonom menempatkan hukum sebagai
aturan yang berdiri sendiri dan memiliki kekuatan mengikat berdasarkan
sistem norma yang berlaku. Aliran positivisme hukum memandang bahwa
keberlakuan hukum ditentukan oleh pembentukan melalui lembaga yang
memiliki kewenangan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pemikiran
tersebut menempatkan aspek formalitas sebagai dasar utama dalam menilai
suatu aturan hukum. Konsep ini dapat ditemukan dalam sistem hukum
Indonesia melalui ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan
bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan tersebut
menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum
yang dibentuk melalui mekanisme konstitusional (Agam Ibnu Asa & Shidarta
Shidarta, 2025).

Perkembangan pemikiran hukum menunjukkan adanya pandangan
bahwa hukum tidak hanya lahir dari proses normatif, tetapi juga dipengaruhi
oleh dinamika politik yang terjadi dalam masyarakat. Hukum sering kali
menjadi hasil dari keputusan politik yang dibuat oleh lembaga negara melalui
proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang
berlaku dalam suatu negara mencerminkan pilihan kebijakan yang diambil
oleh pembentuk hukum pada masa tertentu. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD
NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Proses pembentukan
undang-undang tersebut menunjukkan adanya hubungan antara
kewenangan politik lembaga negara dengan lahirnya produk hukum.

Pendekatan positivisme hukum kemudian mendapatkan kritik karena
dianggap belum mampu menjelaskan faktor sosial dan politik yang
memengaruhi pembentukan hukum. Pendekatan ini dinilai terlalu
menitikberatkan pada prosedur formal sehingga kurang memperhatikan
kepentingan masyarakat yang berada di balik suatu aturan. Pemikiran
sociological jurisprudence dan pendekatan politik hukum berkembang untuk
melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh
kebutuhan masyarakat serta keputusan politik (Bakhrul Amal & Novi Fitriani,
2026). Perkembangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa
pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan
asas pembentukan yang baik. Asas tersebut menunjukkan bahwa hukum
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tidak hanya membutuhkan prosedur pembentukan, tetapi juga harus
memperhatikan nilai, tujuan, dan kebutuhan masyarakat.

Perspektif politik hukum memberikan pemahaman bahwa keberadaan
suatu aturan tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang ingin dicapai oleh
negara melalui kebijakan hukum. Politik hukum membantu menjelaskan
alasan suatu norma dibentuk, diubah, atau dipertahankan dalam sistem
hukum nasional. Pembentukan hukum harus tetap berada dalam batas
konstitusi agar keputusan politik tidak bertentangan dengan prinsip negara
hukum (Mahfuz, 2019). Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan
kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai
bentuk pengawasan terhadap produk hukum. Pemahaman tersebut
menunjukkan bahwa hukum sebagai produk politik tetap memiliki batasan
normatif yang menjamin kekuasaan politik berjalan sesuai dengan prinsip
hukum yang berlaku.

Kekuasaan memiliki pengaruh penting dalam menentukan arah
pembentukan hukum karena lembaga yang memiliki kewenangan politik
dapat menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk norma hukum.
Proses pembentukan hukum dalam negara demokrasi melibatkan lembaga
negara yang memperoleh kewenangan berdasarkan konstitusi, termasuk
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam pembentukan undang-
undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945.
Kepentingan politik yang berkembang dalam masyarakat dapat mengalami
proses penyaringan melalui mekanisme kelembagaan sebelum menjadi
aturan yang berlaku secara umum. Proses tersebut menunjukkan bahwa
hukum tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui tahapan pengambilan
keputusan yang melibatkan berbagai kepentingan. Kekuasaan politik dalam
konteks negara hukum tetap harus dijalankan berdasarkan prinsip
pembatasan kekuasaan sebagaimana tercermin dalam ketentuan UUD NRI
1945.

Norma hukum dapat menjadi sarana untuk melembagakan keputusan
politik karena hukum memberikan bentuk yang resmi dan mengikat
terhadap pilihan kebijakan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara negara.
Aktor politik seperti lembaga legislatif dan pemerintah memiliki peran dalam
menentukan substansi hukum melalui kewenangan yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan (Toloh, 2023). Peran tersebut terlihat dalam
proses pembentukan undang-undang yang melibatkan pembahasan bersama
antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagaimana diatur dalam
Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945. Produk hukum yang dihasilkan dari proses
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Pendahuluan

Hukum dan politik adalah dua subsistem sosial yang memiliki hubungan yang
sangat erat dalam konteks kehidupan negara modern. Sejak manusia
berinteraksi dalam masyarakat politik yang terstruktur, kebutuhan akan
norma bersama selalu muncul bersamaan dengan keperluan untuk
mengelola dan mendistribusikan kekuasaan. Tidak ada negara yang dapat
berfungsi tanpa adanya hukum, dan tidak ada hukum yang dapat muncul
tanpa adanya proses politik yang mendasarinya. Keduanya, walaupun
memiliki logika internal yang berbeda, selalu berinteraksi dan bertemu
dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Sistem hukum menawarkan struktur norma yang mengikat bagi seluruh
anggota masyarakat, menjamin kepastian, ketertiban, serta perlindungan
terhadap hak-hak individu dan kolektif. Fungsi fundamental hukum adalah
memastikan bahwa kehidupan kolektif berlangsung dengan teratur, dapat
diprediksi, dan tidak ditentukan oleh sewenang-wenangnya pihak yang lebih
dominan (Didiek, 2015). Tanpa adanya hukum, interaksi sosial akan dikuasai
oleh kekuatan fisik dan dominasi, sehingga individu yang lemah akan
senantiasa berada dalam keadaan terancam oleh eksploitasi dari pihak yang
lebih kuat.

Sistem politik berfungsi sebagai panggung di mana kekuasaan
diperebutkan, dilaksanakan, dan didistribusikan di antara beragam aktor
dalam masyarakat seperti individu, kelompok kepentingan, partai politik,
serta lembaga negara. Politik pada dasarnya merupakan proses pengambilan
keputusan bersama mengenai alokasi sumber daya, nilai, dan kekuasaan
dalam masyarakat (Ramlan, 1992). Proses ini mencakup perundingan,
persaingan, konsesi, dan kadang-kadang perselisihan antara beragam
kepentingan yang bertentangan. Kedua sistem ini beroperasi secara simultan
dan saling memengaruhi satu sama lain dengan intens. Hukum memberikan
pengesahan resmi terhadap tindakan politik, sehingga kekuasaan yang
dilaksanakan berdasarkan hukum yang valid akan dianggap sah oleh
masyarakat. Di sisi lain, politik berfungsi sebagai asal mula norma-norma
hukum, mengingat setiap undang-undang pada dasarnya merupakan hasil
konsensus politik yang dituangkan dalam bentuk formal-yuridis. Hubungan
simbiotik ini menjadikan keduanya tidak dapat dimengerti secara terpisah
tanpa mengorbankan konteks yang komprehensif.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, tidak mungkin menemukan regulasi
hukum yang sepenuhnya bebas dari kepentingan politik. Proses legislasi
pada dasarnya merupakan suatu proses politik yang melibatkan negosiasi
kepentingan antara kelompok, fraksi, dan golongan dalam masyarakat
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(Dadang et.al, 2024). Setiap pasal dalam undang-undang pada dasarnya
merupakan hasil dari kompromi politik yang mencerminkan distribusi
kekuatan pada waktu pembentukannya. Oleh karena itu, menyatakan bahwa
hukum merupakan hasil yang sepenuhnya rasional dan tidak terpengaruh
nilai adalah sebuah reduksi yang mengabaikan kenyataan proses
pembentukannya.

Sebaliknya, kekuasaan politik yang tidak terikat oleh hukum memiliki
potensi besar untuk menjadi otoriter dan menindas. Sejarah berbagai negara
mengindikasikan bahwa kekuasaan yang tidak terikat oleh hukum yang
efektif sering disalahgunakan demi kepentingan sekelompok elit,
mengabaikan hak-hak rakyat, dan pada akhirnya menciptakan ketidakadilan
struktural (Pendi et.al, 2026). Oleh sebab itu, memahami hubungan antara
sistem hukum dan sistem politik menjadi krusial, baik untuk kepentingan
akademis ketatanegaraan maupun untuk mengevaluasi kualitas demokrasi
dan penegakan hukum di suatu negara, termasuk Indonesia.

Pengertian Sistem Hukum dan Sistem Politik

Sistem hukum dapat diartikan sebagai totalitas norma, institusi, dan
prosedur yang terstruktur untuk mengendalikan perilaku masyarakat
berdasarkan peraturan yang bersifat wajib dan dapat ditegakkan oleh negara
(Nur, 2019). Sistem ini tidak hanya meliputi sekumpulan norma tertulis,
tetapi juga mencakup seluruh  struktur kelembagaan yang
mengimplementasikan, menegakkan, dan menginterpretasikan norma-
norma tersebut. Sebuah sistem hukum yang efisien memerlukan keselarasan
internal antara norma-norma yang ada, agar tidak muncul konflik yang
membingungkan  masyarakat maupun penegak hukum dalam
implementasinya.

Salah satu kerangka teoritis yang paling sering dirujuk untuk memahami
sistem hukum adalah pemikiran Lawrence Friedman, yang mengelompokkan
sistem hukum menjadi tiga komponen utama (Izzy et.al, 2022). Pertama,
struktur hukum merujuk pada kerangka institusional yang melaksanakan
hukum, termasuk pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan badan legislatif.
Kedua, inti hukum, yaitu norma dan peraturan hukum itu sendiri, baik yang
tercantum dalam undang-undang maupun yang muncul sebagai hukum adat.
Pertama, cultura hukum mencakup nilai-nilai, sikap, kepercayaan, dan
kesadaran masyarakat mengenai hukum, yang menentukan tingkat
kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga elemen tersebut saling mendukung satu sama lain dan
menentukan efisiensi hukum dalam masyarakat. Sistem hukum yang kokoh
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Konsep Demokrasi

Demokrasi memperoleh landasan filosofis yang lebih kuat melalui pemikiran
John Locke mengenai kontrak sosial dan hak-hak alamiah manusia. Locke
berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak kodrati berupa hak hidup,
kebebasan, dan hak milik yang tidak boleh dirampas oleh negara (Rasool &
Chishti, 2025). Pemerintah dibentuk berdasarkan persetujuan rakyat untuk
melindungi hak-hak tersebut, sehingga kekuasaan negara bukanlah tujuan,
melainkan instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Apabila
pemerintah bertindak sewenang-wenang dan melanggar kontrak sosial,
rakyat memiliki legitimasi untuk mengganti pemerintahan melalui
mekanisme yang sah. Pandangan tersebut memperkuat gagasan bahwa
legitimasi pemerintahan bersumber dari persetujuan rakyat, bukan dari
kekuasaan yang diwariskan atau diperoleh secara absolut. Pemikiran Locke
kemudian memberikan pengaruh besar terhadap lahirnya demokrasi
konstitusional di berbagai negara, termasuk dalam penyusunan konstitusi
modern (Wicaksono, 2022). Oleh karena itu, demokrasi tidak dapat
dipisahkan dari penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar
keberadaan negara.

Konsep demokrasi modern selanjutnya diperkaya oleh pemikiran
Montesquieu melalui teori pemisahan kekuasaan. Menurut Montesquieu,
kebebasan warga negara hanya dapat dijamin apabila kekuasaan negara
dibagi ke dalam fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling
mengawasi. Pembagian tersebut bertujuan mencegah terjadinya konsentrasi
kekuasaan pada satu lembaga atau satu orang yang berpotensi melahirkan
pemerintahan yang otoriter. Demokrasi memerlukan mekanisme checks and
balances agar setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai
dengan batas konstitusi (Akhtar, 2023). Dengan adanya pengawasan
antarlembaga, penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan sehingga
kepentingan rakyat lebih terlindungi. Teori ini kemudian menjadi prinsip
utama dalam penyelenggaraan negara demokratis di berbagai belahan dunia.
Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya memerlukan partisipasi rakyat, tetapi
juga desain kelembagaan yang mampu mengendalikan penggunaan
kekuasaan negara.

Dalam perkembangan kontemporer, demokrasi dipahami sebagai
sistem yang mengedepankan partisipasi publik dalam setiap proses
penyelenggaraan pemerintahan. Robert A. Dahl mengemukakan konsep
polyarchy yang menekankan pentingnya kompetisi politik dan partisipasi
warga negara sebagai indikator utama demokrasi (Higashijima & Mitchell,
2025). Menurut Dahl, demokrasi tidak mungkin diwujudkan secara
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sempurna, tetapi dapat didekati melalui institusi yang menjamin kebebasan
berpendapat, kebebasan berserikat, hak memilih, hak dipilih, dan pemilu
yang bebas serta adil. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas
demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan pemilihan umum, tetapi juga
dari terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam proses politik.
Demokrasi yang sehat harus mampu memberikan kesempatan yang sama
kepada seluruh warga negara untuk memengaruhi kebijakan publik. Dengan
demikian, demokrasi modern menempatkan warga negara sebagai aktor
utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep tersebut menjadi
acuan dalam berbagai indeks demokrasi yang dikembangkan oleh lembaga
internasional.

Dalam perspektif hukum tata negara, demokrasi berkaitan erat dengan
prinsip kedaulatan rakyat. Konstitusi menjadi instrumen hukum yang
mengatur bagaimana kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pembentukan
lembaga negara, mekanisme pemilihan umum, pembagian kekuasaan, dan
perlindungan hak warga negara. Tanpa konstitusi yang efektif, demokrasi
berpotensi berubah menjadi pemerintahan mayoritas yang mengabaikan
hak-hak individu maupun kelompok minoritas. Oleh sebab itu, demokrasi
harus selalu berjalan berdampingan dengan prinsip negara hukum agar
setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas. Hubungan
antara demokrasi dan negara hukum menciptakan keseimbangan antara
legitimasi politik dan legitimasi hukum dalam penyelenggaraan negara
(Webber, 2024). Keseimbangan tersebut menjadi syarat utama bagi
terciptanya pemerintahan yang demokratis sekaligus konstitusional. Dengan
demikian, demokrasi bukan hanya persoalan siapa yang memerintah,
melainkan juga bagaimana kekuasaan dijalankan sesuai hukum.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi memperoleh landasan
konstitusional yang kuat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi di
Indonesia tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh konstitusi sebagai
hukum tertinggi negara (Putri et al., 2022). Demokrasi Indonesia juga
berakar pada nilai-nilai Pancasila yang menempatkan musyawarah, keadilan
sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip utama
(Mugsith et al., 2022). Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia tidak hanya
mengedepankan mekanisme suara terbanyak, tetapi juga mengutamakan
konsensus dan kepentingan bersama. Pendekatan tersebut membedakan
demokrasi Indonesia dari model demokrasi liberal yang lebih menekankan
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Kekuasaan Politik Dan Penegakan Hukum

Pendahuluan

Dinamika hukum negara terkadang diikuti oleh suasana kekuasaan politik
pemimpin yang berkuasa, walaupun disebutkan dalam konstitusi suatu
negara, berlandaskan negara demokrasi, negara hukum belum tentu
kekuasaan yang dipimpin mengikuti arus demokrasi, khususnya berpijak
pada rakyat. Konstitusi merupakan fondasi suatu negara, di mana negara
wajib tunduk dan patuh padanya, tetapi tidak sedikit yang bergeser dari
konstitusi hanya karena kekuasaan politik semata. Hukum adalah peraturan,
baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi sebagai alat untuk
melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban masyarakat, dan
mewujudkan keadilan sosial. Penegakan hukum merupakan suatu proses
dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum,
dan hukum yang bermanfaat.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya,
penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula
diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang
terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu
melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja
yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum
yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya
diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk
menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan
sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila
diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan
daya paksa (Reyka Ayu K, Nungki Maghfiroh, dkk., 2025). Kebijakan hukum,
apabila diamati, adalah sarana penting dalam pembuatan serta penegakan
aturan yang merefleksikan cita-cita, sasaran, dan aspirasi sebuah bangsa
(Ismaidar, Tamaulina, & dkk., 2024).

Menegakkan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa kaidah-
kaidah hukum benar-benar berfungsi sebagai panduan bagi tindakan
manusia dalam komunitas, bangsa, dan negara. Konsep penegakan hukum ini
bisa dilihat dari dua sudut pandang: yang ekstensif dan yang restriktif. Dalam
pandangan yang luas, proses ini mencakup setiap tindakan yang dilakukan
untuk mematuhi atau memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada,
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baik oleh individu maupun pihak mana pun yang menyadari keberadaan
aturan tersebut dalam masyarakat. Sebaliknya, dalam makna yang lebih
sempit, penegakan hukum merujuk pada penerapan legislasi oleh otoritas
yang berwenang terhadap individu yang melanggar ketentuan hukum (Rai
Igsandri, 2022).

Kekuasaan Politik

Kekuasaan itu ibarat alat yang bisa didapatkan oleh seseorang atau
sekelompok orang untuk menerapkan kemampuan mereka berdasarkan
otoritas yang dilimpahkan. Otoritas ini tidak boleh dijalankan melampaui
batas kekuasaan yang diterima, atau kemampuan untuk memengaruhi
tindakan individu maupun kelompok agar sesuai dengan kehendak pihak
yang berkuasa (Wafiq Salsabilah, Rizca Yunike Putri, 2022).

Untuk membedah gagasan kekuasaan politik, kita mesti menelisik dua
unsur pembentuknya: kekuasaan, yang berakar dari kata "kuasa", dan politik,
yang bersumber dari kata Yunani "Politeia", yang merujuk pada cara
mengelola kota (polis). Sementara itu, kuasa dan kekuasaan sering
dihubungkan dengan kapasitas untuk memicu suatu tindakan yang takkan
terwujud tanpa adanya kuasa (kekuasaan) itu sendiri; contohnya, ketika kita
memerintahkan adik kita untuk berdiri dan ia melakukannya karena perintah
kita (saat itu), berarti kita memiliki kekuasaan atas adik kita. Dengan
demikian, kekuasaan politik adalah kapabilitas untuk mendorong
masyarakat dan negara mengambil keputusan yang, tanpa kehadiran
kekuasaan tersebut, takkan pernah mereka buat.

Apabila individu, entitas, atau kelompok politik berhasil mengorganisir
sedemikian rupa sehingga berbagai institusi negara yang relevan
menetapkan peraturan yang melarang atau mewajibkan suatu tindakan atau
urusan, maka mereka dipandang memiliki kekuasaan politik. Suatu bentuk
yang berdekatan dengan kekuasaan politik adalah kewenangan (authority),
yaitu kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu
berdasarkan landasan hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu
otoritas. Seorang petugas polisi yang mampu menghentikan laju kendaraan
di jalan raya tidak serta-merta memiliki kekuasaan, melainkan ia memegang
kewenangan yang didapatkannya dari Undang-Undang Lalu Lintas; oleh
karena itu, jika pemegang kewenangan tersebut menjalankan fungsinya tidak
sejalan dengan mandat peraturan yang ia jalankan, ia terindikasi
menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk tindakan tersebut, ia dapat
dimintai pertanggungjawaban serta dikenakan sanksi.
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Pendahuluan

Dialektika antara hukum dan politik merupakan salah satu diskursus paling
fundamental dalam ranah hukum tata negara dan sosiologi hukum. Secara
normatif, cita-negara hukum (rule of law) meniscayakan bahwa hukum harus
berdiri tegak di atas asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang objektif,
bebas dari intervensi kekuasaan praktis (MD 2018). Hukum diposisikan
sebagai pemandu moralitas publik dan pembatas konstitusional agar
penguasa tidak bertindak sewenang-wenang. Namun, secara empiris,
pembentukan peraturan perundang-undangan di lembaga legislatif, baik di
tingkat pusat (DPR) maupun daerah (DPRD), selalu menjadi arena kontestasi
kepentingan politik yang sangat dinamis. Realitas ini menunjukkan adanya
tegangan konstan antara idealisme kepastian hukum dan pragmatisme
konstelasi politik (MD 2018). Proses perumusan norma hukum dalam materi
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga
Peraturan Daerah pada praktiknya tidak pernah lahir dari independensi
yuridis, melainkan dari konsensus, kompromi, atau bahkan dominasi
kekuasaan politik yang sedang memegang tampuk kekuasaan pemerintahan.

Dalam tradisi negara hukum modern, eksistensi peraturan perundang-
undangan menjadi instrumen pemerintahan bagi penguasa untuk
melegitimasi kebijakan publiknya (Tjandra 2014). Ketika Pemerintah
(eksekutif) bersama wakil rakyat (legislatif) merumuskan norma hukum,
terjadi interaksi kepentingan yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah
memiliki agenda pembangunan, stabilitas ekonomi, dan efisiensi birokrasi
yang ingin dicapai melalui instrumen hukum yang kemudian dituangkan ke
dalam bentuk hukum Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Di sisi
lain, lembaga perwakilan rakyat membawa aspirasi konstituen, konstitusi
politik partai, serta kepentingan modal yang kerap kali mendikte jalannya
perdebatan legislasi pada level pembentukan undang-undang. Akibatnya,
asas kedaulatan rakyat yang mendasari pembentukan undang-undang sering
kali bergeser menjadi kedaulatan elite politik, di mana pasal-pasal yang
dihasilkan mencerminkan kompromi politik pragmatis alih-alih pemenuhan
hak konstitusional warga negara (Asshiddigie 2017). Secara faktual,
pergeseran tersebut bukan sekadar masalah prosedural, melainkan bentuk
distorsi struktural yang menjauhkan produk hukum dari nilai keadilan
substantif yang diharapkan oleh masyarakat luas.

Fenomena kontemporer di Indonesia memperlihatkan bahwa
percepatan pembentukan regulasi sering kali mengabaikan partisipasi
masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Interaksi kekuasaan
yang asimetris antara eksekutif yang dominan dan legislatif yang
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terkonsolidasi dalam koalisi politik menciptakan lanskap legislasi yang
cenderung satu arah. Jenis peraturan seperti Undang-Undang dan Peraturan
Daerah sering kali dipaksakan selesai dalam waktu singkat demi mengejar
target politik atau investasi ekonomi tertentu. Pola hubungan subkoordinatif
ini seolah menempatkan hukum hanya sekadar sebagai instrumen
teknokratis atau justifikasi formal untuk menjalankan kekuasaan ekonomi-
politik elite. Kondisi tersebut itulah yang melatarbelakangi untuk memahami
pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perspektif politik, guna
mengurai sejauh mana tarikan kepentingan kekuasaan politik mendikte
pembentukan norma yuridis di Indonesia. Pengabaian partisipasi publik
pada prinsipnya tidak hanya mencederai legitimasi sosiologis terhadap daya
laku peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, akan tetapi juga dapat
memicu gelombang resistensi publik terhadap hukum yang berlaku melalui
mekanisme peninjauan kembali (judicial review) di Mahkamah Konstitusi.
Dalam perkembangannya, beberapa tahun terakhir, proses legislasi
nasional diwarnai oleh pengesahan paket undang-undang kontroversial yang
sarat akan resistensi publik. Undang-Undang seperti UU Komisi
Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi tahun 2019 dan UU Cipta Kerja
(Omnibus Law) yang melalui proses panjang hingga disahkannya UU No. 6
Tahun 2023, menjadi bukti empiris bagaimana kekuasaan politik mampu
mengarahkan substansi hukum demi kepentingan kelompok tertentu dan
elite politik. Dalam berbagai kasus tersebut, pada praktiknya, regulasi tidak
lagi dirumuskan untuk melindungi hak asasi manusia atau menjaga
keseimbangan ekologis, melainkan regulasi dijadikan instrumen legal untuk
melanggengkan praktik oligarki. Akibatnya, masyarakat di tingkat bawah dan
lingkungan hidup menjadi korban dari penetapan kebijakan yang
dirumuskan dan dituangkan dalam materi muatan undang-undang tersebut.

Kerangka Teoretis: Dialektika Hukum, Otoritas, dan Pilihan

Rasional

1. Teori Hukum dan Kekuasaan
Secara substantif, hubungan antara hukum dan kekuasaan dapat
dipahami melalui berbagai mazhab pemikiran dalam filsafat hukum dan
sosiologi hukum. Aliran positivisme hukum, yang dipelopori oleh John
Austin, memandang hukum secara rigid sebagai perintah dari penguasa
yang berdaulat (law is a command of a lawgiver). Dalam perspektif
Austinian ini, validitas hukum tidak ditentukan oleh nilai moral atau
keadilan substansial, melainkan oleh keabsahan formal organ yang
memproduksinya serta adanya sanksi yang menegakkannya (Austin
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Undang-Undang

Konsep dan Perkembangan Konstitusionalisme dalam

Negara Hukum

Konstitusionalisme merupakan gagasan yang menempatkan Kkonstitusi
sebagai dasar untuk mengatur sekaligus membatasi kekuasaan negara.
Konsep ini menegaskan bahwa penyelenggara negara tidak dapat
menjalankan kekuasaan secara bebas tanpa batas karena setiap tindakan
pemerintahan harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Konstitusionalisme
memiliki hubungan erat dengan prinsip supremasi Kkonstitusi yang
menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem
ketatanegaraan (Haq et al, 2026). Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945
menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh
tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Supremasi
konstitusi menunjukkan bahwa kekuasaan politik harus tunduk pada aturan
dasar yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

Konstitusi dan konstitusionalisme memiliki hubungan yang berbeda
karena keberadaan konstitusi tidak selalu menunjukkan penerapan prinsip
pembatasan kekuasaan. Negara yang memiliki konstitusi hanya
menunjukkan bahwa negara tersebut mempunyai aturan dasar mengenai
struktur pemerintahan dan kewenangan lembaga negara. Konstitusionalisme
menghendaki agar konstitusi benar-benar diterapkan dalam praktik
penyelenggaraan negara melalui pembatasan kekuasaan dan perlindungan
hak warga negara. Prinsip tersebut mencegah penggunaan kekuasaan secara
berlebihan  yang dapat  merugikan masyarakat. Penerapan
konstitusionalisme membutuhkan komitmen lembaga negara untuk
menjalankan kewenangan sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh
konstitu

Konstitusi memiliki fungsi penting dalam membatasi dan
mengendalikan kekuasaan pemerintahan melalui pengaturan mengenai
kewenangan lembaga negara. Pembatasan tersebut dilakukan agar setiap
lembaga negara memiliki batas tugas yang jelas serta dapat saling mengawasi
dalam menjalankan kewenangannya. Sistem ketatanegaraan Indonesia
menerapkan prinsip checks and balances untuk mencegah terjadinya
pemusatan kekuasaan pada satu lembaga tertentu. Pasal 20A ayat (1) UUD
NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai bagian dari
pengendalian terhadap kekuasaan pemerintahan. Fungsi konstitusi tersebut
menunjukkan bahwa kekuasaan negara harus berjalan dalam mekanisme
yang seimbang dan bertanggung jawab.
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Konstitusionalisme memiliki keterkaitan yang kuat dengan
perlindungan hak warga negara karena pembatasan kekuasaan bertujuan
mencegah tindakan negara yang dapat melanggar hak masyarakat. Konstitusi
memberikan jaminan terhadap hak dasar warga negara sekaligus
menetapkan batas bagi pemerintah dalam menggunakan kewenangannya.
UUD NRI 1945 mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam Pasal 28A
sampai dengan Pasal 28] sebagai bentuk komitmen negara terhadap
penghormatan hak warga negara. Perlindungan tersebut menunjukkan
bahwa konstitusionalisme tidak hanya mengatur hubungan antar lembaga
negara, tetapi juga mengatur hubungan antara negara dan masyarakat.
Konsep konstitusionalisme menjadi dasar penting dalam membangun negara
hukum yang demokratis karena kekuasaan negara harus selalu berjalan
sesuai dengan konstitusi dan melindungi kepentingan warga negara.

Perkembangan konstitusionalisme Indonesia tidak dapat dipisahkan
dari sejarah perjalanan konstitusi sejak masa awal kemerdekaan. Indonesia
pertama kali menggunakan UUD NRI 1945 setelah kemerdekaan pada
tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar penyelenggaraan negara yang baru
terbentuk. Perjalanan konstitusi Indonesia mengalami beberapa perubahan
melalui berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 dan
Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 sebelum kembali
menggunakan UUD NRI 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959
(Kherunnissa Azzahrah Tabroni et al, 2026). Perubahan tersebut
menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia berkembang mengikuti dinamika
politik dan kebutuhan penyelenggaraan negara. Perkembangan konstitusi
tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan sistem ketatanegaraan
yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Perubahan UUD NRI 1945 pada periode 1999 sampai dengan 2002
menjadi bagian penting dalam penguatan demokrasi konstitusional di
Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan untuk memperbaiki sistem
ketatanegaraan dengan memperkuat pembatasan kekuasaan, perlindungan
hak warga negara, dan mekanisme pengawasan antar lembaga negara.
Perubahan konstitusi menghasilkan berbagai ketentuan baru, termasuk
penguatan prinsip kedaulatan rakyat, jaminan hak asasi manusia, serta
pembentukan lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi. Pasal 1
ayat (2) UUD NRI 1945 setelah perubahan menegaskan bahwa kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan konstitusi diarahkan
untuk memperkuat demokrasi yang berdasarkan prinsip konstitusionalisme.
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Partai Politik Dan Rekrutmen Kekuasaan

Pendahuluan

Partai politik merupakan salah satu institusi penting dalam sistem demokrasi
modern karena menjadi penghubung antara masyarakat dan lembaga-
lembaga negara. Dalam perspektif sistem politik, partai politik berada dalam
wilayah infrastruktur politik yang berfungsi mengartikulasikan dan
mengagregasikan kepentingan masyarakat sebelum kepentingan tersebut
masuk ke dalam proses pengambilan keputusan negara. Jati Nugroho
menempatkan partai politik sebagai salah satu unsur utama infrastruktur
politik, bersama kelompok kepentingan, kelompok penekan, tokoh politik,
dan media komunikasi politik (Nugroho, 2021).

Secara teoretis, definisi partai politik senantiasa berkembang secara
normatif dari waktu ke waktu sesuai dengan konteks perubahan zaman,
mengikuti transformasi bentuk negara dari monarki absolut menuju negara
hukum yang demokratis (Budiardjo, 2017). Perkembangan tersebut tidak
lepas dari pergeseran fungsi partai: pada abad ke-19, partai politik pada
mulanya hanya merupakan kelompok kepentingan (caucus) elite parlemen,
namun seiring perluasan hak pilih universal (universal suffrage), partai
bertransformasi menjadi organisasi massa yang menjembatani negara
dengan warganya.

Huckshorn (1984), dalam karyanya Political Parties in America,
merumuskan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok otonom
warga negara yang memiliki tujuan untuk berpartisipasi dalam pencalonan
dan bersaing dalam pemilihan umum dengan harapan dapat memperoleh
kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik
serta organisasi pemerintahan. Definisi ini menempatkan orientasi elektoral
sebagai unsur pembeda utama partai politik dari organisasi kemasyarakatan
lainnya, seperti kelompok kepentingan (interest group) atau organisasi non-
pemerintah, yang meskipun turut memengaruhi kebijakan publik, tidak
secara langsung bersaing memperebutkan jabatan melalui pemilihan umum.
Senada dengan pandangan tersebut, Friedrich (1941) dalam Constitutional
Government and Democracy merumuskan partai politik sebagai sekelompok
manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau
mempertahankan kekuasaan pemerintahan bagi pimpinan partainya, yang
berimplikasi pada pemberian kemanfaatan yang bersifat ideal maupun
materiil bagi para anggotanya. Unsur "stabilitas organisasi" yang ditekankan
Friedrich (1941) inilah yang kemudian membedakan partai politik modern
dari kerumunan politik temporer atau gerakan sosial yang bersifat ad hoc.

Dalam spektrum yang lebih luas, Downs (1957) mengidentifikasi partai
politik sebagai koalisi individu-individu yang berusaha menguasai aparat
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pemerintahan melalui cara-cara yang sah (konstitusional) demi mencapai
tujuan bersama. Pendekatan Downs (1957) ini berpijak pada teori pilihan
rasional (rational choice theory), yang memandang partai sebagai aktor
rasional yang memaksimalkan perolehan suara sebagai instrumen untuk
mencapai kekuasaan, bukan semata-mata sebagai representasi ideologis.
Sementara itu, Neumann (1956) dalam karya klasiknya Modern Political
Parties menekankan dimensi integratif partai dengan mendefinisikannya
sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha menguasai
kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan
dengan golongan lain yang memiliki pandangan berbeda. Menurut Neumann
(1956), partai politik bertindak sebagai "perantara besar" (great
intermediary) yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial
masyarakat dengan lembaga pemerintahan resmi. Konsep perantara besar
ini penting untuk memahami mengapa partai politik, dan bukan lembaga
negara lainnya, yang menjadi titik simpul artikulasi kepentingan rakyat
dalam sistem ketatanegaraan modern.

Di Indonesia, definisi ideal ini diadopsi secara normatif melalui Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang
menegaskan partai politik sebagai organisasi berkala nasional yang dibentuk
secara sukarela oleh sekelompok warga negara atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 2 Tahun 2011).
Rumusan hukum positif ini mengombinasikan tiga unsur sekaligus: unsur
sosiologis (kesukarelaan dan kesamaan kehendak warga negara), unsur
politik (perjuangan kepentingan politik), serta unsur ideologis-
konstitusional (pemeliharaan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila),
sehingga partai politik di Indonesia tidak semata-mata dipahami sebagai
mesin elektoral, tetapi juga sebagai pilar penjaga ideologi negara.

Eksistensi partai politik ditopang oleh fungsi-fungsi multidimensional
yang sangat strategis bagi keberlangsungan sistem demokrasi. Berdasarkan
konsepsi Budiardjo (2017) serta ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun
2011, fungsi-fungsi tersebut meliputi lima hal pokok sebagaimana diuraikan
berikut.

1. Sosialisasi politik sebagai proses pembentukan sikap, nilai, dan orientasi
politik masyarakat guna mentransmisikan kebudayaan politik dari satu
generasi ke generasi berikutnya (Budiardjo, 2017; UU No. 2 Tahun 2011).
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Kerangka Konsep Pemilihan Umum

Konsep negara hukum demokratis mengharuskan suatu pemerintahan
dirumuskan dan diselenggarakan yang didasarkan pada suatu konstitusi.
Pengertian Konstitusi sebagaimana dikemukakan oleh C.F. Strong bahwa
“constitution is a collection of principles according to which the power of the
government, the rights of the governed, and the relations between the two are
adjusted.” (Jurdi, 2019). secara sederhana, Strong mengungkapkan bahwa
Konstitusi sebagai prinsip dasar yang mengatur tentang kekuasaan, hak-hak
yang diberikan oleh pemerintah, serta pola hubungan antara pemerintah
dengan warga negara dalam kerangka hak asasi manusia. Konstitusi yang
memberikan pengakuan dan jaminan atas hak-hak warga negara serta
kekuasaan dalam bernegara menandakan prinsip negara hukum demokratis.

Konstitusi oleh Jimly Asshiddigie (2007) merupakan dasar legalitas
dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, yang memberikan legitimasi
praktik penyelenggaraan pemerintahan. Muhammad Junaidi (2017)
mengemukakan bahwa konstitusi merupakan syarat mutlak (conditio sine
qua non) bagi sebuah negara yang menjadi dasar hubungan antara negara
dengan warga negara. Konsepsi negara hukum demokratis diwujudkan
dengan adanya ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan kepada
warga negaranya. Konsep demokrasi yang dianut negara Indonesia menurut
Miriam Budiardjo (2008) pasca-Amandemen adalah demokrasi
konstitusional.

Konsep dasar demokrasi konstitusional menghendaki pembatasan
kekuasaan yang dirumuskan dalam kerangka rechtsstaat maupun rule of law.
Prinsip demokrasi digambarkan John Locke sebagai cita kemerdekaan
individu tentang kesamaan hak (equal rights) dan hak pilih bagi semua warga
negara (universal suffrage) (Budiardjo, 2008). Konsep pemikiran John Locke
tersebut menjadi cikal bakal lahirnya rumusan pengakuan atas hak-hak
warga negara di dalam suatu konstitusi. Oleh karena itu, gagasan dan
pemikiran John Locke yang selanjutnya dikembangkan oleh Friedrich ]. Stahl
maupun Alfred V. Dicey, di mana masing-masing menetapkan bahwa hak-hak
manusia merupakan syarat dan ciri dari prinsip demokrasi konstitusional
(Jurdi, 2019).

Telaah terhadap hak-hak manusia sebagaimana dikemukakan Stahl dan
Dicey merupakan kerangka dari Hak Asasi Manusia atau HAM. Hak asasi
manusia merupakan salah satu instrumen dalam kerangka konsep negara
hukum demokratis yang terumuskan dalam suatu konstitusi (Fuqoha, 2025).
Oleh karena itu, Firdaus Arifin (2019) dalam kerangka konstitusi bahwa
konsep HAM merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia.
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Dalam kerangka demokrasi konstitusional, hak asasi manusia harus
dilindungi serta dijamin sebagai wujud prinsip negara hukum. Perlindungan
terhadap hak asasi manusia dalam kerangka demokrasi di antaranya: (Fuady,
2010)

Hak untuk memilih dan dipilih;

Hak untuk berpendapat dan berekspresi (freedom of expression);

Hak untuk berserikat (freedom of assembly);

Jaminan terhadap pers bebas (freedom of the press);

Kebebasan untuk beragama (freedom of religion); dan

Kebebasan untuk memilih pekerjaan.

AN e

Pengakuan terhadap hak asasi manusia yang disebutkan pasca-
Amandemen telah dirumuskan dan direfleksikan ke dalam kerangka
Konstitusi sebagaimana ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia di
Undang-Undang Dasar 1945 pasca-Amandemen yang memberikan jaminan
dan kepastian hukum atas hak-hak warga negara. Dalam kerangka
ketatanegaraan Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Konstitusi
Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum atau
seringkali disebut dengan pemilu merupakan salah satu institusi dalam
perwujudan sebagai negara hukum demokratis. Hal tersebut telah
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan
padabagian tersendiri pasca-Amandemen dalam BAB VIIB tentang pemilihan
umum. Pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai
perwujudan dari prinsip demokrasi yang memberikan ruang dan
kesempatan untuk mempergunakan hak-hak warga negara dalam memilih
maupun dipilih. Hak memilih dan dipilih dalam rangka pemilu secara
eksplisit disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28C
Ayat (2) serta Pasal 28D Ayat (3).

Secara konsepsional, pemilu bukan sekedar proses memilih maupun
dipilih, tetapi pemilu merupakan suatu kerangka institusional yang
menghubungkan warga negara dengan negara dan pemerintahan. Undang-
Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat,
dimana mekanisme transfer kedaulatan tersebut dilaksanakan melalui
sistem pemilu yang berdasarkan pada kerangka demokrasi konstitusional.
Guasti dan Geissel (2021) menyebutkan perwujudan demokrasi melalui
pemilu dikelompokkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu the making of claim,
authorization of claim, dan acceptance of claim. Dengan demikian, pemilu
merupakan suatu mekanisme yang memberikan legitimasi bagi setiap warga
negara untuk memberikan maupun memperoleh dukungan publik melalui
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Sistem Politik dan Aktor Non-Negara

Sistem politik merupakan sistem interaksi antara institusi politik, media, dan
publik, bukan sebagai proses yang dijalankan negara sendirian(Kumar &
Sharma, 2025). Sistem politik tidak hanya hubungan antar institusi formal
seperti eksekutif, legislatif, atau yudikatif saja, melainkan masyarakat ikut
terlibat dalam kedaulatan yang dapat memengaruhi proses pembentukan
kebijakan, pengawasan pemerintah, maupun pembentukan hukum. Secara
konstitusional, dasar keterlibatan tersebut dapat ditelusuri dari Pasal 1 ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 28C
ayat (2) menyatakan hak setiap orang untuk memperjuangkan hak secara
kolektif dalam rangka membangun masyarakat dan negara. Serta pada Pasal
28E ayat (3) juga menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28F memberikan hak untuk
memperoleh dan menyampaikan informasi(Undang-Undang Dasar 1945,
2002). Dengan demikian, masyarakat memiliki kedudukan sebagai subjek
proses politik dalam negara. Partisipasi yang dilakukan masyarakat
berdasarkan hukum dan tidak mengambil kewenangan Kkonstitusional
lembaga negara.

Sistem politik kontemporer saat ini tidak lagi otonom yang dikendalikan
oleh institusi formal semata, melainkan sudah mulai dipengaruhi oleh
berbagai aktor nonnegara seperti kelompok kepentingan, influencer politik
serta masyarakat sipil. Interaksi antarnegara dengan aktor tersebut terjadi di
ruang publik. Hal tersebut terjadi karena adanya transformasi digital dan
perluasan kebebasan sipil dalam pembentukan opini. Dengan begitu, sistem
politik kontemporer saat ini tidak hanya terdiri dari lembaga negara, tetapi
juga melibatkan berbagai aktor masyarakat dalam proses politik di negara.
Aktor yang menjalankan sistem itu mencakup negara dan partai, tetapi juga
media, warga, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan kini
aktor digital seperti influencer dan jaringan media sosial (Syam, 2022).

Dengan demikian, perkembangan sistem politik di Indonesia
memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk ikut terlibat
dalam proses politik. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi,
memberikan masukan, mengkritik kebijakan, maupun terlibat dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan. Perkembangan tersebut
membuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya
berlangsung melalui lembaga politik formal, tetapi juga melalui berbagai
saluran komunikasi publik (Cangara, 2023). Dalam sistem politik, informasi
menjadi bagian penting karena menghubungkan pemerintah dengan
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masyarakat. Pemerintah membutuhkan informasi mengenai kondisi dan
kebutuhan masyarakat dalam menentukan kebijakan. Sebaliknya,
masyarakat membutuhkan informasi mengenai kebijakan pemerintah agar
dapat memahami, memberikan tanggapan, dan melakukan pengawasan.
Dengan demikian, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak
dapat dipisahkan dari proses politik.

Perkembangan politik kontemporer kelompok kepentingan,
masyarakat sipil, dan influencer politik memiliki peran yang berbeda dalam
memengaruhi proses politik. Masyarakat sipil dapat dipahami sebagai ruang
yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan
politik di luar lembaga negara. Di dalamnya terdapat berbagai kelompok dan
organisasi yang memiliki kepentingan serta tujuan yang berbeda. Salah
satunya adalah kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang secara khusus
memperjuangkan kepentingan tertentu sehingga kelompok kepentingan ini
dapat menyampaikan aspirasinya dan mendorong mempengaruhi
perubahan kebijakan (Surbakti, 2018). Kemudian, perkembangan teknologi
melahirkan bentuk aktor politik yang berbeda, yaitu influencer politik.
Berbeda dengan kelompok kepentingan yang umumnya memiliki organisasi
dan tujuan tertentu, influencer politik lebih banyak menggunakan media
sosial untuk menyampaikan pandangan, membahas isu politik, membentuk
perhatian publik, dan memengaruhi opini masyarakat. Ketika suatu isu yang
disampaikannya mendapat perhatian luas, pendapat tersebut dapat ikut
memengaruhi perbincangan publik dan bahkan mendorong pemerintah
untuk merespons suatu persoalan.

Dengan demikian, masyarakat sipil, kelompok kepentingan, dan
influencer politik memiliki posisi yang berbeda, tetapi dapat saling
berhubungan dalam sistem politik. Masyarakat sipil merupakan ruang yang
lebih luas, kelompok kepentingan merupakan salah satu aktor yang
memperjuangkan kepentingan tertentu, sedangkan influencer politik
berperan terutama melalui komunikasi dan pengaruh di ruang digital.
Ketiganya dapat memengaruhi proses politik tanpa memiliki kewenangan
formal seperti lembaga negara. Pengaruh tersebut dapat muncul melalui
penyampaian aspirasi, advokasi, pembentukan opini, mobilisasi dukungan,
maupun penyebaran informasi kepada masyarakat.

Kelompok Kepentingan dalam Sistem Politik

Kelompok kepentingan didefinisikan sebagai kumpulan orang dengan tujuan
bersama yang berkompetensi secara politik dengan kelompok lain untuk
mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa berniat menduduki jabatan
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Konsep dan Landasan Kebijakan Publik dalam Sistem
Hukum dan Politik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh
pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat luas. Kebijakan publik menjadi sarana bagi negara
untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan warga
negara melalui program atau tindakan tertentu. Pemerintah membentuk
kebijakan publik berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum agar
setiap tindakan memiliki dasar yang sah. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945
menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga seluruh
tindakan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang
berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak
dapat hanya didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi juga harus
memiliki dasar kewenangan hukum.

Kebijakan publik memiliki perbedaan dengan keputusan administratif
dan peraturan perundang-undangan berdasarkan bentuk, tujuan, serta
akibat hukumnya. Keputusan administratif merupakan tindakan konkret
yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk menyelesaikan suatu
urusan tertentu, sedangkan kebijakan publik memiliki cakupan yang lebih
luas karena diarahkan untuk mengatur penyelesaian masalah masyarakat
secara umum (Nedia Martha Resmadiktia et al., 2023). Peraturan perundang-
undangan memiliki karakter sebagai norma hukum tertulis yang berlaku
umum dan dibentuk melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022. Kebijakan publik dapat diwujudkan melalui
peraturan perundang-undangan maupun tindakan administratif sepanjang
memiliki dasar kewenangan yang sesuai. Perbedaan tersebut menunjukkan
bahwa kebijakan publik merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan
dengan produk hukum formal maupun keputusan administratif tertentu.

Karakteristik kebijakan publik terlihat dari sifatnya yang berorientasi
pada kepentingan umum dan dilaksanakan melalui kewenangan yang
dimiliki oleh pemerintah. Kebijakan publik memiliki tujuan untuk
menciptakan penyelesaian terhadap masalah masyarakat melalui tindakan
yang dirancang dan dijalankan oleh lembaga negara. Pelaksanaan kebijakan
publik harus memperhatikan prinsip pemerintahan yang baik agar
penggunaan kewenangan tidak merugikan hak masyarakat. Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
mengatur mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai
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pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya.
Hubungan antara kebijakan publik dan negara hukum menunjukkan bahwa
setiap kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas, dasar hukum yang tepat,
serta pelaksanaan yang bertanggung jawab kepada masyarakat.

Hukum memiliki kedudukan penting sebagai instrumen yang
memberikan dasar kewenangan bagi pemerintah dalam melaksanakan
kebijakan publik. Pemerintah menggunakan hukum untuk menentukan
ruang lingkup tindakan, tujuan kebijakan, serta batas kewenangan lembaga
atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya (Pratama et al,,
2025). Kedudukan tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945
yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga
kekuasaan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum. Pasal 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
juga menegaskan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan
didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi
manusia, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dasar hukum
tersebut menempatkan hukum sebagai pedoman sekaligus pembatas bagi
pemerintah agar pelaksanaan kebijakan publik tidak dilakukan hanya
berdasarkan kehendak politik.

Kekuasaan politik memiliki peran dalam menentukan prioritas
kebijakan negara karena pemerintah harus memilih berbagai persoalan
masyarakat yang membutuhkan penanganan melalui program tertentu.
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat
(1) UUD NRI 1945 memiliki kedudukan konstitusional dalam mengarahkan
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan
oleh konstitusi (Romolus et al., 2024). Kepentingan politik yang memperoleh
dukungan melalui proses demokratis dapat diterjemahkan menjadi agenda
pemerintahan, program pembangunan, atau tindakan administratif sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Proses perubahan kepentingan politik
menjadi tindakan pemerintahan tetap membutuhkan dasar kewenangan
karena Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan
bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan
wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hubungan tersebut menunjukkan
bahwa kekuasaan politik dapat menentukan pilihan kebijakan, tetapi
pelaksanaannya tetap tunduk pada aturan hukum yang membatasi
penggunaan kewenangan negara.

Prinsip konstitusionalisme memberikan batas terhadap penggunaan
kekuasaan politik agar kebijakan publik tidak bertentangan dengan
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Pendahuluan

Otonomi daerah selalu mengandung ketegangan antara dua kebutuhan yang
setara konstitusional. Daerah memerlukan ruang untuk menentukan
prioritas, mengartikulasikan aspirasi, dan merancang kebijakan yang sesuai
dengan kondisi sosial-ekonomi setempat. Negara, di sisilain, harus menjamin
kesetaraan warga negara, kepastian hukum, standar pelayanan minimum,
perlindungan hak konstitusional, serta koherensi kebijakan nasional-daerah.
Karena itu, pertanyaan nan pernyataan terkait desentralisasi tidak berhenti
pada "siapa berwenang melakukan apa", tetapi meluas menjadi "untuk tujuan
apa kewenangan itu digunakan dalam mengurus dan mengatur dalam
penyelenggaraan otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan, melalui
prosedur apa, dengan batas apa, dan dengan akibat terhadap warga negara".

Konstitusi menempatkan pemerintahan daerah dalam posisi yang
ambivalen tetapi produktif. Pemerintahan daerah, diakui oleh Pasal 18 UUD
NRI Tahun 1945, untuk otonomi seluas-luasnya, dan hak daerah untuk
menetapkan peraturan daerah. Dalam hal hubungan kewenangan dan
keuangan pusat-daerah, bersandar pada Pasal 18A, memperhatikan
kekhususan serta keragaman daerah. Diakuinya daerah khusus atau
istimewa dan kesatuan masyarakat hukum adat, berpangkal pada Pasal 18B,
sepanjang memenuhi syarat konstitusional. Penyelenggaraan otonomi
daerah, dengan demikian, tidak identik dengan kedaulatan daerah, otonomi
merupakan kewenangan yang dijamin dan dibatasi oleh konstitusi dalam
kerangka negara kesatuan (UUD NRI Tahun 1945 t.t.).

Kerangka konstitusional tersebut diterjemahkan melalui dua landas
hukum besar, yakni (i) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, yang membangun kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan di tingkat pusat dan
daerah (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional - JDIH BPK tt), serta (ii) UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang menempatkan Perda sebagai dasar hukum
daerah dalam menyelenggarakan otonomi sesuai kondisi, aspirasi
masyarakat, dan kekhasan daerah, (UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah - JDIH BPK t.t.). Interkonesitas pola hubungan kedua
rezim tersebut penting: Perda menyediakan bentuk normatif, sedangkan
dokumen perencanaan menyediakan arah, prioritas, indikator, dan urutan
pembangunan.

Masalah muncul ketika produk kebijakan daerah dibentuk tanpa rantai
legalitas yang utuh. Perda dapat memiliki dasar kewenangan formal, tetapi
bertentangan dengan hak konstitusional. RPJMD dapat sah secara
prosedural, tetapi tidak realistis secara fiskal. RTRW dapat mengikuti
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prosedur legislasi, tetapi mengorbankan masyarakat adat atau akses publik
terhadap ruang. Pajak daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,
tetapi menciptakan beban yang tidak proporsional. Oleh sebab itu, pengujian
kebijakan daerah memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan hukum
kewenangan, hukum pembentukan peraturan, hukum administrasi, hukum
keuangan negara, hukum tata ruang, dan hukum hak asasi manusia.

Otonomi Daerah sebagai Desain Konstitusional

Pembagian urusan pemerintahan sering dipahami secara teknis melalui
daftar kewenangan. Pendekatan tersebut diperlukan, tetapi tidak cukup:
kewenangan harus dibaca bersama tanggung jawab konstitusional. Daerah
yang diberi kewenangan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, tata
ruang, atau perizinan tidak hanya memperoleh hak untuk bertindak; daerah
juga memikul kewajiban untuk menjamin pelayanan, partisipasi, non-
diskriminasi, dan akuntabilitas.

Di sini, terdapat tiga dimensi desentralisasi saling menopang nan
menguatkan. Desentralisasi politik memberikan ruang bagi warga untuk
memengaruhi keputusan melalui pemilihan kepala daerah, DPRD, konsultasi
publik, dan musyawarah perencanaan pembangunan. Desentralisasi
administratif membagi fungsi pelaksanaan agar keputusan lebih dekat
dengan penerima layanan. Desentralisasi fiskal menyediakan sumber daya
agar kewenangan tidak menjadi mandat tanpa pembiayaan. Ketiganya saling
bergantung: otonomi politik tanpa kapasitas administratif dapat melahirkan
kebijakan simbolik; kewenangan tanpa fiskal dapat menghasilkan
ketergantungan; dan transfer fiskal tanpa akuntabilitas dapat memperbesar
risiko penyalahgunaan anggaran (Hoessein 2011). Kajian tentang
pengalaman desentralisasi Indonesia menunjukkan bahwa desentralisasi
pascareformasi membuka peluang demokratisasi dan adaptasi kebijakan,
tetapi juga menghadirkan persoalan kapasitas, ketimpangan, korupsi lokal,
serta koordinasi antartingkat pemerintahan (Dwiyanto 2003). Ukuran
keberhasilan otonomi, dengan demikian, bukan banyaknya kewenangan
yang dipindahkan, melainkan apakah kewenangan tersebut menghasilkan
pemerintahan yang lebih responsif, adil, efektif dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Negara kesatuan tidak menghapus pemerintahan daerah; yang
membedakannya dari negara federal adalah sumber dan struktur kedaulatan
negara. Namun keterikatan otonomi pada konstruksi konstitusional nasional
tidak boleh diterjemahkan sebagai kewenangan pusat untuk mengendalikan
seluruh substansi kebijakan lokal, prinsip negara kesatuan mensyaratkan
integrasi, bukan uniformitas mutlak. Telah diamanahkan, secara eksplisit
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Budaya Hukum Dan Budaya Politik

Clientelism, Neopatrimonialisme, dan Distorsi Budaya

Politik dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan
Struktur politik informal seperti relasi patron-klien, nepotisme politik, dan
patronase, memengaruhi dan membiaskan proses perancangan hukum
(legislative drafting). Subbab ini membongkar fenomena di mana norma
formal perundang-undangan sering dimanfaatkan sebagai fasad legalistik
(legalistic facade) untuk mengamankan distribusi sumber daya bagi
kelompok elit politik tertentu ketimbang menciptakan norma hukum yang
adil, rasional, dan berlaku umum.

Klientelisme dan neopatrimonialisme mendistorsi perancangan hukum
formal menjadi instrumen redistribusi patronase. Dinamika klientelisme dan
neopatrimonialisme  secara  substansial mendistorsi  rasionalitas
perancangan peraturan perundang-undangan dengan menempatkan
loyalitas personal di atas prinsip keadilan impersonal (Bektas, 2025;
Hutauruk & Hutahaean, 2026). Institusi formal modern sering kali dijadikan
instrumen legalistik untuk melegitimasi alokasi rente dan kepentingan
partikularistik elite penguasa (Bektas, 2025; Ayodele et al., 2026).

Neopatrimonialisme memadukan otoritas legal-rasional modern
dengan relasi personal patron-klien dalam kerangka kelembagaan formal
(Bektas, 2025; Kratt, 2020; Kareli, 2023). Dalam struktur ini, para elite politik
memperlakukan wewenang yang diatur oleh undang-undang layaknya hak
milik privat (Bektas, 2025; Ayodele et al.,, 2026). Akibatnya, perancangan
norma hukum formal dikonstruksikan sedemikian rupa untuk melayani
transaksi material dan imbalan kesetiaan jangka pendek ketimbang
kebijakan programatik publik (Bektas, 2025; Ayodele et al., 2026).

Institusi formal kerap membentuk struktur insentif yang mendorong
para aktor melegalkan praktik pertukaran patronase melalui instrumen
hukum (Bektas, 2025). Di bawah dominasi eksekutif yang kuat, lembaga
legislatif dan peradilan kehilangan fungsi pengawasannya dan justru ikut
melegitimasi alokasi sumber daya yang partikularistik (Bektas, 2025).
Institusi hukum barat seperti pemisahan kekuasaan dan konstitusi kerap
sekadar menjadi tameng formal yang menutupi proses politik patrimonial
yang sesungguhnya (Kareli, 2023).
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Tabel 17.1: Perbandingan Karakteristik Logika Hukum Legal-Rasional
Dengan Distorsi Sistem Neopatrimonial

T;)tl;n;:lf)lla Rasionalitas Legal-Rasional DIStOFSIEI(;:E?;?SI:}ﬁnIaI dan
Tujuan Mewujudkan kepastian | Melegitimasi distribusi rente dan
Regulasi hukum dan keadilan | kepentingan partikular (Bektas,
impersonal (Bektas, 2025; | 2025).
Kratt, 2020).
Fungsi Menjalankan amanat | Memperkaya jaringan elite dan
Jabatan konstitusi demi barang publik | akumulasi kekuasaan (Van Gool,
Publik (Ayodele et al, 2026; | 2012; Komarudin & Pramuji,
Hutauruk & Hutahaean, 2026). | 2023).
Karakter Berbasis programatik jangka | Parsial, transaksional, serta
Kebijakan panjang  yang universal | memelihara dependensi (Bektas,
(Bektas, 2025; Lindberg et al, | 2025; Kyriacou, 2022).
2022).
Penegakan Ditegakkan secara konsisten | Bersifat selektif atau
Aturan tanpa pandang bulu (Kyriacou, | nonenforcement disengaja
2022; Hutauruk & Hutahaean, | (Budd et al, 2026; Kyriacou,
2026). 2022).

Sumber: Diolah penulis

Praktik klientelisme yang mengakar terbukti secara empiris merusak
kualitas supremasi hukum (rule of law) lintas negara (Lindberg et al., 2022).
Analisis data panel di 134 negara menunjukkan bahwa hubungan kepartaian
yang Klientelistik secara signifikan memperlemah kepatuhan hukum dan
memicu korupsi sistemik (Lindberg et al, 2022). Bukannya memperluas
cakupan kebijakan universal, politisi patronase justru mengarahkan belanja
publik ke barang privat diskresioner guna mengikat para pemilihnya
(Kyriacou, 2022; Lindberg et al., 2022).

Studi komparatif lintas 87 negara mengonfirmasi bahwa klientelisme
secara langsung menghambat redistribusi fiskal yang adil bagi masyarakat
miskin (Kyriacou, 2022). Para elite penguasa cenderung mereduksi
penyediaan barang publik dan melemahkan penegakan regulasi demi
menjaga ketergantungan ekonomi klien kepada mereka (Kyriacou, 2022).
Akibatnya, keberadaan rezim neopatrimonial secara struktural berkorelasi
positif dengan pembesaran sektor ekonomi informal serta pengaburan batas
kepentingan publik dan privat (Komarudin & Pramuji, 2023; Budd et al,,
2026).

Demokrasi patronase dapat terbagi menjadi varian berbasis partai
terpusat seperti di Malaysia dan Turki, maupun jaringan personal berbasis
komunitas seperti di Indonesia dan Filipina (Komarudin & Pramuji, 2023;
Berenschot & Aspinall, 2020). Pengalokasian hak properti formal dapat
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Etika Politik Dan Etika Hukum Penyelenggara Negara

Pendahuluan

Negara hukum demokratis mempersyaratkan kekuasaan publik dijalankan
berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan mekanisme
pertanggungjawaban. Namun, kepatuhan pada prosedur tidak otomatis
menjamin bahwa suatu keputusan patut secara demokratis: seorang pejabat
dapat bertindak dalam lingkup kewenangannya, memenuhi tahapan
administratif, bahkan memperoleh persetujuan formal, tetapi tetap
mengabaikan tujuan jabatan atau mengambil keputusan yang menimbulkan
konflik kepentingan. Di titik itulah perbedaan antara tindakan yang legal dan
tindakan yang etis menjadi penting. Sebuah jarak antara legalitas tindakan,
tujuan pemberian wewenang, dan kepatutan penggunaan kekuasaan yang
menjadi lebih serius ketika diskresi, kerahasiaan informasi, atau relasi
patronase membuat pengawasan hukum biasa terlambat atau tidak
memadai. Korupsi politik, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan
pelanggaran pidana pada tahap akhir, tetapi juga bertumbuh dari tata relasi
kekuasaan yang melemahkan orientasi jabatan pada kepentingan publik
(Syarif dan Faisal 2019).

Kerangka Konseptual: Kekuasaan, Hukum, dan Moralitas
Publik

1. Etika Politik sebagai Orientasi Kekuasaan

Etika politik membahas bagaimana kekuasaan diperoleh, digunakan, dan
dipertanggungjawabkan demi kehidupan bersama. Yang diperiksa bukan
moral pribadi pejabat, melainkan apakah tindakan, kebijakan, dan praktik
institusional menghormati martabat manusia, kesetaraan warga,
keadilan, dan kepentingan umum. Mandat demokratis dari pemilihan,
pengangkatan, atau pelimpahan kewenangan, bukan cek kosong:
kekuasaan dijalankan sebagai amanat, bukan milik pribadi, sehingga
pejabat harus membedakan kepentingan publik dari kepentingan
keluarga, partai, atau kelompok ekonominya. Konflik kepentingan tidak
selalu membuktikan tindak pidana, tetapi dapat merusak
ketidakberpihakan keputusan bila tidak diungkapkan dan dikelola secara
layak.

Etika politik juga menolak pandangan bahwa hasil yang populer
selalu benar; keputusan mayoritas tetap harus menghormati konstitusi,
hak kelompok minoritas, dan prosedur deliberatif yang terbuka.
Demokrasi yang hanya mengandalkan angka tanpa etika dapat berubah
menjadi mayoritarianisme, sebagaimana etika tanpa institusi demokratis
dapat berubah menjadi moralisme yang tidak akuntabel.
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2. Etika Hukum sebagai Etos Penyelenggaraan Wewenang

Etika hukum berhubungan dengan tuntutan integritas dalam
pembentukan, penafsiran, penerapan, dan penegakan hukum. Ia
mengarahkan pejabat agar tidak memaknai kewenangan secara
instrumental yang sekadar mencari celah yang menguntungkan,
melainkan secara bertanggung jawab menurut tujuan pemberian
kewenangan dan prinsip negara hukum, mencakup kejujuran,
imparsialitas, kecermatan, profesionalitas, dan kesediaan
mempertanggungjawabkan tindakan. Etika hukum tidak sama dengan
positivisme hukum yang sempit: legalitas tetap mutlak, tetapi harus
dibaca bersama asas dan tujuan undang-undang. UU No. 30 Tahun 2014
menempatkan peningkatan kepemerintahan yang baik sebagai salah satu
dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan, (UU No. 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan - JDIH BPK tt) yang
memperlihatkan bahwa hukum administrasi modern tidak hanya
mengatur apakah pejabat berwenang, tetapi juga bagaimana wewenang
itu digunakan.

Dengan demikian, etika hukum memiliki dua fungsi: fungsi preventif
memberi pedoman sebelum Kkeputusan dibuat (menilai konflik
kepentingan, dampak pada hak warga, dan alternatif yang lebih adil),
sedangkan fungsi korektif menyediakan dasar untuk mengevaluasi
keputusan yang lolos dari larangan pidana tetapi bertentangan dengan
standar jabatan. Keduanya penting karena kerusakan kepercayaan publik
sering terjadi jauh sebelum suatu pelanggaran memenuhi seluruh unsur
delik.

3. Legalitas, Legitimasi, dan Etika

Legalitas berarti tindakan memiliki dasar kewenangan dan mengikuti
prosedur hukum. Legitimasi menunjuk pada pembenaran sosial-
konstitusional atas pelaksanaan kekuasaan. Warga menerima keputusan
bukan karena setuju pada hasilnya, melainkan karena keputusan diambil
secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Etika
menyediakan penilaian atas kualitas penggunaan wewenang, terutama
ketika aturan memberi ruang pilihan. Ketiganya harus dibedakan:
tindakan ilegal biasanya sekaligus problematik secara etik, tetapi
tindakan legal dapat tidak etis, misalnya ketika pejabat mengambil
keputusan terkait kepentingan bisnis keluarganya tanpa pengungkapan
dan pengunduran diri dari proses pengambilan keputusan. Sebaliknya,
klaim etik tidak boleh dipakai untuk meniadakan prosedur dan hak
pembelaan.
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Pendahuluan

Konstitusi dan undang-undang, pada dasarnya, hanyalah teks. Ia baru
memperoleh daya hidup ketika ada manusia yang menafsirkannya,
menjalankannya, menaatinya, atau justru menyiasatinya. Pembahasan
sebelumnya telah memetakan struktur normatif dan kelembagaan hubungan
hukum dan politik: bagaimana hukum lahir dari proses politik, bagaimana
konstitusionalisme membatasi kekuasaan, dan bagaimana etika seharusnya
memandu penyelenggara negara. Bab ini berangkat dari pertanyaan:
bagaimana sesungguhnya para aktor berperilaku ketika berhadapan dengan
hukum?

Istilah perilaku yuridis-politik dipakai untuk menunjuk pola tindakan
aktual aktor politik dalam berhadapan dengan norma hukum, yakni
bagaimana mereka membentuk, menafsirkan, memanfaatkan, menunda,
menghindari, menaati, atau melawan hukum demi tujuan politik tertentu.
Konsep ini berdiri di persimpangan. Dari perspektif ilmu hukum, ia mewarisi
kepedulian sosiolegal yang dirumuskan Roscoe Pound sebagai jarak antara
law in books dan law in action. Dari perspektif ilmu politik, ia mewarisi
pendekatan behavioralis yang menolak menjelaskan politik semata-mata
dari desain formal lembaga, dan justru menekankan preferensi, insentif, serta
kalkulasi aktor.

Analisis dalam bab ini dilakukan terhadap elite dan pemilih. Pertama,
elite, yakni mereka yang menduduki posisi strategis dalam produksi,
penafsiran, dan penegakan hukum: anggota legislatif, pejabat eksekutif,
pengurus partai, hakim, dan penyelenggara pemilu. Kedua, pemilih, yakni
warga negara yang, dalam sistem demokrasi, menjadi sumber legitimasi bagi
seluruh bangunan hukum tersebut sekaligus subjek yang tunduk padanya.

Relevansi pembahasan ini bertumpu pada tesis politik hukum bahwa
hukum merupakan produk politik, dan konfigurasi politik yang demokratis
cenderung melahirkan hukum yang responsif sementara konfigurasi otoriter
melahirkan hukum yang konservatif-ortodoks (Hadi, 2015). Namun demikan,
konfigurasi politik tidak bekerja secara mekanis, la dijalankan oleh manusia
yang memiliki kepentingan, ketakutan, ambisi, dan kalkulasi electoral
(Fouirnaies & Hall, 2022).

Perilaku Yuridis-Politik Elite

Gagasan bahwa setiap masyarakat politik selalu diperintah oleh minoritas
terorganisir merupakan warisan tradisi teori elite klasik. Gaetano Mosca
memperkenalkan konsep kelas penguasa yang mempertahankan
dominasinya bukan semata melalui kekuatan fisik, melainkan melalui apa
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yang ia sebut formula politik, perangkat justifikasi normatif yang membuat
kekuasaan tampak sah di mata yang diperintah (Villena-Oliver & Romero-
Reche, 2024). Dalam negara hukum modern, hukum adalah formula politik
yang paling ampuh. Tindakan yang dibungkus prosedur legal memperoleh
aura keabsahan yang sulit ditandingi oleh pembenaran lain.

Vilfredo Pareto melengkapi kerangka ini dengan tesis sirkulasi elite dan
pembedaan tipologis antara elite bertipe "singa" yang mengandalkan
kekuatan dan elite bertipe "rubah" yang mengandalkan kelicikan, negosiasi,
serta manipulasi (PARETO, 2018). Dalam konteks demokrasi konstitusional,
tipe rubah jauh lebih relevan: kekuasaan tidak lagi direbut dengan kudeta
terbuka, melainkan dikonsolidasikan melalui penguasaan prosedur.
Sementara itu, Robert Michels merumuskan hukum besi oligarki: bahkan
organisasi yang paling demokratis secara ideologis pun, begitu tumbuh besar
dan terbirokratisasi, akan melahirkan lapisan pengurus yang
kepentingannya menyimpang dari kepentingan anggota (Drochon, 2020).
Tesis ini sangat menjelaskan mengapa partai politik, yang secara
konstitusional menjadi kendaraan kedaulatan rakyat, justru kerap menjadi
ruang paling tertutup dalam sistem politik.

Pada tataran yang lebih kontemporer, Jeffrey Winters menawarkan
konsep oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan (wealth defense), di
mana aktor yang menguasai sumber daya material mengorganisasi diri untuk
melindungi kekayaan dan mempengaruhi pembentukan serta penegakan
hukum (Winters, 2013). Ran Hirschl, dari sisi lain, menunjukkan bahwa
peningkatan kewenangan lembaga peradilan, yang lazim dirayakan sebagai
kemajuan konstitusionalisme, dapat pula merupakan hasil dari strategi elite
yang tengah kehilangan dukungan elektoral, yang mendelegasikan isu-isu
strategis kepada pengadilan guna mengunci preferensi mereka dari
perubahan politik. [a menyebutnya hegemonic preservation thesis (Closa,
2006).

Dari kerangka teoretik di atas, dapat diidentifikasi setidaknya empat
pola perilaku yuridis yang berulang di kalangan elite. Pertama, legalisme
instrumental. Hukum diperlakukan bukan sebagai batas yang mengikat,
melainkan sebagai instrumen yang dapat dibentuk untuk melayani tujuan
kekuasaan. Kim Lane Scheppele menyebut fenomena ini sebagai autocratic
legalism: pemimpin yang terpilih secara demokratis menggunakan mandat
elektoralnya untuk melancarkan reformasi hukum yang justru meruntuhkan
pembatas  kekuasaan eksekutif, membatasi tantangan terhadap
kekuasaannya, dan melemahkan lembaga-lembaga akuntabilitas (Scheppele,
2018). Karakter khas pola ini adalah bahwa setiap langkahnya, apabila dilihat
secara terpisah, tampak sah secara prosedural; kerusakannya baru terlihat
ketika seluruh rangkaian dibaca sebagai satu kesatuan.
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Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) menempati posisi sentral dalam arsitektur negara
hukum yang demokratis, sebagai parameter yang menentukan apakah
kekuasaan negara dijalankan secara sah atau sewenang-wenang
(Grabenwarter,2022). Namun demikian, pengakuan normatif atas HAM di
dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan tidak dengan
sendirinya menjamin penegakannya di tataran praktik (Klein, 2025). Jarak
antara norma dan kenyataan inilah yang menjadi persoalan mendasar yang
hendak dibedah dalam tulisan ini: mengapa hukum HAM yang sudah tersedia
belum efektif, dan siapa atau apa yang menghambatnya (Ayo & Iwara, 2022).

Persoalan ini tidak dapat dijawab semata dengan pendekatan yuridis-
normatif, karena penegakan HAM sesungguhnya bergantung pada faktor-
faktor di luar teks hukum itu sendiri (Michalowska & Schreiber, 2017).
Sejumlah kajian mutakhir memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi
Indonesia pascareformasi tidak bergerak linear menuju konsolidasi,
melainkan mengalami kecenderungan kemunduran (democratic backsliding)
yang berimplikasi langsung pada ruang perlindungan HAM (Baidhowsa,
2021). menunjukkan bagaimana manipulasi lembaga penegak hukum untuk
kepentingan partisan telah mengikis kualitas institusi demokrasi Indonesia,
sementara Mietzner (2019) menunjukkan pola "inovasi otoriter” yang secara
sistemik mengurangi akuntabilitas pemerintah tanpa menghapus institusi
formal demokrasi. Temuan ini menegaskan bahwa hukum saja tidak cukup.
Efektivitas penegakan HAM sangat ditentukan oleh konfigurasi politik dan
political will negara yang melingkupinya (Susanto et al., 2025).

Kajian-kajian  tersebut umumnya mendokumentasikan gejala
kemunduran demokrasi dan melemahnya independensi peradilan di
Indonesia secara terpisah-pisah, baik dari sudut pandang ilmu politik seperti
Power (2018) dan Mietzner (2019), maupun dari sudut pandang hukum tata
negara. Yang belum banyak dibahas secara eksplisit adalah bagaimana
konfigurasi politik, desain kelembagaan, independensi institusi penegak
hukum, mekanisme kontrol konstitusional, dan political will negara saling
mengunci membentuk satu rangkaian sebab-akibat yang secara khusus
menjelaskan kegagalan penegakan HAM di Indonesia bukan kegagalan
pembentukan hukum secara umum, melainkan kegagalan pada titik
penegakannya (Bayanullah et al, 2025). Titik tekan ini penting untuk
ditegaskan karena pembentukan norma HAM di Indonesia pasca reformasi,
sebagaimana akan ditunjukkan pada bagian berikutnya, sesungguhnya
tergolong progresif. Persoalan utamanya bukan pada ketiadaan norma,
melainkan pada rangkaian kelembagaan dan politik yang menentukan
apakah norma tersebut benar-benar dijalankan.
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Atas dasar itu, tulisan ini membangun argumentasi utama bahwa
efektivitas penegakan HAM di Indonesia ditentukan oleh rangkaian lima
faktor yang saling bergantung konfigurasi politik yang menentukan karakter
produk hukum, desain kelembagaan yang dibentuk dari produk hukum
tersebut (Bagir et al, 2020). Independensi institusi penegak hukum yang
menjalankan desain kelembagaan itu, mekanisme kontrol konstitusional
yang mengoreksi penyalahgunaan wewenang; dan political will negara yang
menjadi prasyarat bagi seluruh rangkaian tersebut untuk berjalan secara
konsisten. Kelima faktor ini menjadi benang merah yang menghubungkan
seluruh pembahasan pada BAB ini, dengan penekanan utama pada
bagaimana kelima faktor tersebut secara konkret menghambat atau
memungkinkan penegakan HAM di Indonesia bukan pada eksposisi teoretis
mengenai hukum, politik, demokrasi, atau konstitusionalisme itu sendiri,
yang telah dibahas secara mendalam pada bab-bab lain dalam buku ini
(Marzuki, 2023).

Relasi Hukum, Politik, dan HAM dalam Negara Hukum
Sebagai landasan analitis, pembahasan ini berangkat dari premis bahwa
terdapat hubungan yang erat dan bersifat kausal antara konfigurasi politik,
pembentukan hukum, desain kelembagaan negara, dan perlindungan hak
asasi manusia (HAM). Konfigurasi politik memengaruhi arah dan karakter
pembentukan hukum, hukum yang dihasilkan kemudian membentuk
konstruksi dan kewenangan kelembagaan sedangkan desain kelembagaan
tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas perlindungan dan
penegakan HAM (Sin, 2014). Dalam perspektif tersebut Mahfud MD (2011)
menegaskan bahwa karakter suatu produk hukum, baik yang bersifat
responsif maupun konservatif, sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik
yang melatarbelakangi proses pembentukannya.

Konfigurasi politik yang demokratis, terbuka, dan partisipatif cenderung
menghasilkan produk hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan dan
hak-hak warga negara. Sebaliknya, konfigurasi politik yang dominan,
tertutup, dan tidak berimbang berpotensi melahirkan produk hukum yang
lebih merefleksikan kepentingan kekuasaan daripada kebutuhan
masyarakat(Negretto & Sanchez-Talanquer, 2026). Premis tersebut
digunakan sebagai titik tolak analisis untuk menjelaskan keterkaitan antara
politik, hukum, dan kelembagaan dalam konteks penegakan HAM.
Pembahasan mengenai hukum sebagai produk politik tidak ditempatkan
sebagai fokus utama, melainkan sebagai kerangka konseptual yang
mendukung analisis terhadap persoalan kelembagaan dan efektivitas
penegakan HAM (Welch et al,, 2021).
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Pendahuluan

Ada satu paradoks yang jarang dipersoalkan dalam studi hukum
ketatanegaraan Indonesia yakni sebuah norma dapat berdiri di puncak
hierarki peraturan perundang-undangan sekaligus lemah di dasar hierarki
kekuasaan yang sesungguhnya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah contoh paling
terang dari paradoks tersebut. Di atas kertas, merupakan hukum tertinggi,
batu uji bagi seluruh undang-undang yang mengatur perekonomian. Di
lapangan, kerap menjadi pasal yang paling sering dikutip dalam pidato dan
paling jarang dipatuhi dalam proses legislasi.

Dibaca dari perspektif hukum murni, posisi Pasal 33 sangat jelas dan
tidak perlu diperdebatkan. Teori jenjang norma mengajarkan bahwa
keabsahan sebuah norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, dan pada
puncaknya berlandaskan pada konstitusi (Kelsen, 2006). Doktrin ini
diwujudkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), menempatkan UUD
NRI Tahun 1945 pada urutan hierarki tertinggi, dan diperkuat oleh asas lex
superior derogat legi inferiori. Konsekuensinya jelas yang mana undang-
undang sektoral tentang migas, mineral dan batubara, ketenagalistrikan,
sumber daya air, kesehatan, atau pendidikan tinggi hanyalah turunan yang
wajib tunduk pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Persoalannya, hukum tidak pernah berdiri sendiri. Ekonomi-politik
hukum berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah produk politik, sehingga
karakternya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya
(Mahfud MD, 2010). Konfigurasi demokratis melahirkan produk hukum yang
responsif, sedangkan konfigurasi elitis dan tertutup melahirkan produk
hukum ortodoks yang melayani pemilik modal. Karena itu supremasi
normatif Pasal 33 hanya efektif sejauh proses legislasi di bawahnya bersedia
tunduk padanya, dan di titik inilah oligarki menjadi variabel penjelas.
Pemangkasan makna Pasal 33 tidak pernah terjadi melalui perubahan
konstitusi karena jalur itu terlalu mahal dan terlalu terbuka, melainkan
melalui legislasi sektoral yang luput dari perhatian publik: oligarki tidak
perlu mencabut Pasal 33, cukup menguasai ruang pembentukan undang-
undang dan membiarkan pasal itu tetap ada dalam naskah konstitusi sambil
disingkirkan maknanya satu per satu.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Ekonomi

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, acapkali, dimaknai sebagai jantung konstitusi
ekonomi Indonesia, yakni himpunan norma dasar yang mengatur bagaimana
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kekayaan diproduksi, dikuasai, dan didistribusikan dalam kehidupan
bernegara (Asshiddiqie, 2010). Ayat (1) menegaskan bahwa “Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Ayat (2)
menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Ayat (3)
menempatkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar
kemakmuran rakyat.” Perubahan Keempat pada tahun 2002 menambahkan
ayat (4) tentang prinsip demokrasi ekonomi dan ayat (5) yang
mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang.

Kata kunci yang paling menentukan dalam rumusan itu adalah “dikuasai
oleh negara”. Secara historis, Mohammad Hatta sebagai perancang utamanya
tidak memaksudkan penguasaan sebagai pemilikan dalam arti keperdataan,
namun dimaksudkan sebagai kewenangan publik untuk mengendalikan agar
produksi tidak jatuh ke tangan segelintir orang yang berkuasa dan rakyat
hanya menjadi objeknya (Hatta, 2015). Mahkamah Konstitusi kemudian
merumuskan doktrin hak menguasai negara (Hasan & Ardi, 2020), secara
pelaksanaannya melalui pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan.
Penguasaan negara mencakup: perumusan kebijakan, tindakan pengurusan,
pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan.

Dalam putusan pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi, Mahkamah menegaskan adanya gradasi penguasaan.
Bentuk penguasaan yang paling tinggi dan paling utama adalah pengelolaan
langsung oleh negara atas sumber daya alam, bentuk yang lebih rendah
adalah pembuatan kebijakan dan pengurusan, sedangkan bentuk yang paling
lemah adalah hanya pengawasan, di mana negara hanya bertindak sebagai
pengadil terhadap pelaku usaha swasta. Gradasi ini memberi tolok ukur
untuk menilai apakah sebuah undang-undang sektoral sedang menaikkan
atau justru menurunkan derajat kehadiran negara dalam suatu cabang
produksi.

Frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” pun telah memperoleh
ukuran yang diwujudkan melalui pengujian Undang-Undang tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Mahkamah Konstitusi
menetapkan empat tolok ukur: tingkat kemanfaatan sumber daya alam bagi
rakyat, tingkat pemerataan manfaat tersebut, tingkat partisipasi rakyat
dalam menentukan manfaat, serta penghormatan terhadap hak rakyat secara
turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dengan empat
ukuran itu, Pasal 33 sesungguhnya bukan pasal yang kabur. Pasal 33 memiliki
batu uji yang cukup tajam untuk membatalkan kebijakan yang menyerahkan
kemakmuran kepada mekanisme pasar saja.

Agung Widyanto Putra




Ekonomi-Politik Hukum Dan Oligarki

Daftar Pustaka
Ambardi, K. (2009). Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem
Kepartaian Indonesia Era Reformasi. Kepustakaan Populer Gramedia.

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Elections,
Clientelism, and The State in Indonesia. Cornell University Press.

Asshiddiqie, ]. (2010). Konstitusi Ekonomi. Penerbit Buku Kompas.

Fukuoka, Y. (2013). Oligarchy and Democracy in Post-Suharto Indonesia.
Political Studies Review, 11(1), 52-64.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and The
Reorganization of Power in Indonesia. Indonesia, (96), 35-57.

Hasan, R. Y., & Ardj, I. K. (2020). Resilience Kinship Principle in Cooperatives
Quo the Pillar of the Indonesian Economy. Proceedings of the 3rd
International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019).
https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.032

Hatta, M. (2015). Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Penerbit
Buku Kompas.

Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). Seize The State, Seize The Day:
State Capture, Corruption, and Influence in Transition. Dalam Policy
Research Working Paper. World Bank.

Kelsen, H. R. M. (2006). Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar [Imu Hukum
Normatif. Nusa Media.

Mahfud MD, Moh. (2010). Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers.

Mubhtadi, B. (2019). Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru.
Kepustakaan Populer Gramedia.

Robison, R, & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The
Politics of Oligarchy in an Age of Markets. RoutledgeCurzon.

Slater, D. (2004). Indonesia’s Accountability Trap: Party Cartels and
Presidential Power After Democratic Transition. Indonesia, (78), 61-92.

Stigler, G. J. (1971). The Theory of Economic Regulation. The Bell Journal of
Economics and Management Science, 2(1), 3-21.

Winters, ]. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.

Agung Widyanto Putra



Ekonomi-Politik Hukum Dan Oligarki

PROFIL PENULIS

Agung Widyanto Putra, S.H.

Penulis merupakan lulusan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun
2022 dengan Program Studi llmu Hukum. Saat ini
penulis sedang menempuh pendidikan Magister
[lmu Hukum di Universitas Brawijaya dengan
mengambil  konsentrasi Hukum  Ekonomi.
Ketertarikan penulis pada bidang tersebut
berangkat dari kegelisahan akademik bahwa
hukum tidak pernah lahir dalam ruang hampa.

Hukum kerap bersinggungan dengan berbagai kepentingan, mulai dari
penyelenggara kekuasaan hingga kepentingan masyarakat luas. Pertanyaan
mengenai siapa yang sesungguhnya diuntungkan oleh sebuah produk hukum
menjadi landasan dalam cara penulis membaca persoalan hukum ekonomi di
Indonesia. Diluar kegiatan perkuliahan, penulis tergabung secara aktif dalam
Sekolah Riset Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA). Melalui
wadah tersebut, penulis menekuni kegiatan riset, diskusi ilmiah, serta kajian
kebijakan yang menaruh perhatian pada relasi kuasa dalam pembentukan
regulasi, baik pada lingkup nasional maupun daerah. Pengalaman tersebut
menumbuhkan keyakinan penulis bahwa kajian hukum perlu dibaca bersama
konteks ekonomi dan relasi kekuasaan yang melingkupinya agar mampu
menjelaskan mengapa suatu norma dirumuskan, dipertahankan, atau justru
dilemahkan. Email Penulis: agungwidyanto@student.ub.ac.id

Agung Widyanto Putra


mailto:agungwidyanto@student.ub.ac.id

ﬁv

BAB 22
HUKUM DAN SISTEM
POLITIK DI ERA
DIGITAL

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri




Hukum Dan Sistem Politik di Era Digital

Pendahuluan

Perkembangan eksponensial dalam bidang teknologi informasi, kecerdasan
buatan (Artificial Intelligence/Al), dan komputasi awan (cloud computing)
telah memicu pergeseran tektonik yang mendefinisikan ulang seluruh
lanskap interaksi sosial, ekonomi, dan politik global. Evolusi ini tidak sekadar
merepresentasikan perubahan medium komunikasi, melainkan telah
mendisrupsi secara ontologis pilar-pilar fundamental dari hukum tata negara
dan sistem politik modern. Konstitusionalisme klasik, yang secara historis
dibangun di atas fondasi kedaulatan teritorial dan pemisahan kekuasaan
negara, kini dihadapkan pada realitas tata kelola baru di mana algoritma dan
entitas platform digital non-negara bertindak sebagai aktor dominan yang
menjalankan fungsi-fungsi kuasi-pemerintahan.

Transisi masyarakat menuju era yang dikonseptualisasikan sebagai
masyarakat algoritmik ini telah menciptakan sebuah kekosongan epistemik
(epistemic gap) yang sangat menganga di dalam teori konstitusi dan politik
konvensional. Asumsi-asumsi tradisional yang berpusat pada negara terbukti
semakin rapuh dan tidak memadai untuk membedah arsitektur kekuasaan
siber. Pergeseran epistemologis ini sejalan dengan apa yang dideskripsikan
oleh para ahli hukum kontemporer sebagai transisi menuju "Hukum 3.0"
(Law 3.0) (Brownsword, 2020). Dalam lanskap regulasi Hukum 3.0, tata
kelola berpindah secara drastis dari tangan manusia dan institusi peradilan
tradisional ke arah manajemen mesin dan metrik kuantitatif algoritmik.

Dalam konteks ketatanegaraan dan sistem politik Republik Indonesia,
disrupsi ini membentur langsung doktrin fundamental kedaulatan rakyat.
Ruang deliberasi demokrasi, yang menjadi tempat warga negara mencari
informasi dan mengkristalkan opini politiknya, telah bergeser dari ruang
publik fisik ke dalam platform digital. Persoalannya, ruang publik baru ini
sepenuhnya dikuasai, dimediasi, dan dikurasi oleh infrastruktur swasta
dengan menggunakan algoritma kotak hitam (black-box algorithms). Konsep
kedaulatan rakyat menjadi terdistorsi secara artifisial ketika proses kognitif
warga negara dapat diarahkan secara mikro (micro-targeted) untuk
menguntungkan faksi politik tertentu. Keberadaan korporasi teknologi
raksasa ini memunculkan fenomena kedaulatan platform (platform
sovereignty), di mana mereka bertindak layaknya "gubernur” absolut yang
menetapkan aturan sosial-politik melalui algoritma dengan pengawasan
negara yang sangat minimal (Kohl, 2019).

Oleh Kkarena itu, bab ini bertujuan untuk membedah dinamika
transformasi sistem politik di era digital dan merumuskan urgensi penerapan
"Konstitusionalisme Digital". Konstitusionalisme digital di sini bukan sekadar
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mendigitalisasi dokumen negara, melainkan sebuah gerakan teoritis untuk
mengadaptasi prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan dan jaminan hak
fundamental ke dalam masyarakat digital. Bab ini akan mengeksplorasi
bagaimana hukum harus menjadi "sistem imun sosiologis" (Celeste, 2019)
yang mampu menyeimbangkan kekuasaan baik dalam membatasi kedaulatan
platform swasta maupun mencegah tirani algoritma oleh negara guna
memastikan kelangsungan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan.

Transformasi Sistem Politik di Tengah Disrupsi Digital
Dalam Era digital menghadirkan paradoks yang mendalam bagi sistem politik
kontemporer. Di satu sisi, teknologi informasi menawarkan perluasan ruang
demokrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, infrastruktur
yang sama menciptakan kerentanan baru terhadap manipulasi opini dan
konsolidasi kekuasaan pada entitas non-negara. Transformasi ini mengubah
secara fundamental bagaimana kekuasaan diartikulasikan, didistribusikan,
dan direbut di dalam sebuah negara.

Fase demokratisasi informasi dan partisipasi publik telah dimulai. Pada
fase awal perkembangannya, internet dan media sosial dirayakan sebagai
instrumen pembebasan (liberasi) yang akan melahirkan utopia digital
democracy (demokrasi digital). Ketersediaan akses informasi yang tak
terbatas diharapkan mampu menghapus asimetri informasi antara elite
penguasa dan warga negara. Konsep ruang publik (public sphere) yang
digagas oleh filsuf Jiirgen Habermas menemukan medium barunya di dunia
maya, di mana setiap individu diasumsikan memiliki kesempatan yang setara
untuk terlibat dalam diskursus yang rasional.

Media sosial memfasilitasi model partisipasi politik gaya baru (e-
participation) yang bersifat desentralistik. Manuel Castells (Castells, 2012)
dalam analisisnya mengenai network society menegaskan bahwa jejaring
komunikasi digital memungkinkan lahirnya gerakan sosial dan aksi kolektif
tanpa memerlukan struktur hierarkis tradisional organisasi partai politik
atau serikat pekerja. Hal ini terlihat dari masifnya kampanye akar rumput
(grassroots) dan kemampuan tekanan publik daring untuk mempengaruhi
kebijakan negara secara seketika (real-time). Dalam konteks ini, sistem
politik dipaksa untuk menjadi lebih cair, transparan, dan responsif.

Kemunculan algoritma, kampanye politik, dan fenomena post-truth yang
sangat masif. Sayangnya, euforia demokrasi digital tersebut dengan cepat
berbenturan dengan realitas arsitektur komersial platform teknologi.
Infrastruktur pembentuk kehendak publik (public will formation) saat ini
tidak lagi bersifat netral, melainkan sepenuhnya dimediasi oleh black-box
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Fenomena Disinformasi dan Tantangannya dalam Ruang
Publik Digital

Disinformasi merupakan penyebaran informasi yang tidak benar dengan
tujuan tertentu untuk memengaruhi pemahaman, sikap, atau tindakan
seseorang maupun kelompok dalam ruang publik digital. Istilah
misinformation digunakan untuk menggambarkan informasi yang salah
tanpa adanya tujuan menyesatkan, sedangkan disinformation merujuk pada
informasi keliru yang dibuat atau disebarkan secara sengaja untuk
menghasilkan pengaruh tertentu. Istilah malinformation menggambarkan
penyebaran informasi yang benar tetapi digunakan untuk tujuan merugikan
pihak tertentu. Perbedaan ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa
permasalahan informasi digital tidak hanya berkaitan dengan benar atau
salahnya suatu informasi, tetapi juga berkaitan dengan tujuan dan dampak
penyebarannya. Peraturan mengenai aktivitas informasi elektronik di
Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum pengaturan
perilaku masyarakat dalam ruang digital.

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan penyebaran
disinformasi berlangsung lebih cepat melalui media sosial dan berbagai
platform digital yang digunakan masyarakat. Karakteristik disinformasi
dalam ruang digital terlihat dari penyebaran yang luas, kecepatan distribusi,
penggunaan judul yang menarik perhatian, serta kemampuan membentuk
persepsi publik dalam waktu singkat (Ariwibowo & Novrianto, 2026).
Masyarakat dapat menerima dan menyebarkan informasi tanpa melakukan
pemeriksaan terhadap sumber maupun kebenaran informasi tersebut.
Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak sosial karena informasi yang
tidak akurat dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu
peristiwa, individu, atau lembaga tertentu. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 mengatur larangan penyebaran informasi elektronik
yang berisi pemberitahuan bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian bagi pihak lain.

Penyebaran disinformasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti
rendahnya literasi digital, kemudahan akses teknologi, serta kebiasaan
masyarakat dalam membagikan informasi secara cepat. Algoritma pada
media digital juga dapat memperbesar penyebaran informasi tertentu karena
sistem teknologi cenderung menampilkan konten yang memiliki tingkat
interaksi tinggi dari pengguna (Azzahrah et al, 2026). Perbedaan
kemampuan masyarakat dalam memahami dan memverifikasi informasi
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menjadi salah satu faktor yang menyebabkan informasi tidak akurat mudah
berkembang. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan
ruang digital yang aman dengan tetap memperhatikan perlindungan
terhadap hak masyarakat dalam memperoleh dan menyampaikan informasi.
Ketentuan Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
serta lingkungan sosialnya, sehingga penanganan disinformasi harus tetap
menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kebebasan
informasi.

Penyebaran disinformasi memiliki hubungan erat dengan dinamika
politik digital karena informasi menjadi salah satu instrumen yang dapat
memengaruhi pembentukan opini publik. Ruang digital memberikan
kesempatan bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan politik,
tetapi juga membuka peluang bagi penyebaran informasi yang tidak akurat
untuk memengaruhi persepsi masyarakat. Dalam proses politik, opini publik
memiliki peran penting karena dapat memengaruhi cara masyarakat
memahami suatu isu atau kebijakan tertentu. Penyebaran informasi yang
menyesatkan dapat mengganggu proses pertukaran gagasan yang sehat
dalam sistem demokrasi. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin hak
setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat, sehingga penggunaan ruang digital dalam aktivitas politik tetap
harus berjalan dengan menghormati hak dan tanggung jawab setiap warga
negara.

Disinformasi dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas demokrasi
karena masyarakat membutuhkan informasi yang benar untuk membentuk
pilihan dan sikap politik. Informasi yang salah dan menyesatkan dapat
menyebabkan masyarakat mengambil keputusan berdasarkan pemahaman
yang tidak sesuai dengan fakta. Kondisi tersebut dapat mengurangi
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik, proses demokrasi,
maupun hubungan sosial antarwarga negara (Hasna et al, 2026).
Kepercayaan publik menjadi unsur penting dalam demokrasi karena
masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa proses pengambilan keputusan
berlangsung berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengaturan mengenai larangan penyebaran informasi bohong dan
menyesatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan upaya negara
dalam mengurangi dampak negatif penyalahgunaan informasi elektronik.

Ruang digital telah berkembang menjadi arena pertarungan berbagai
kepentingan karena setiap kelompok dapat menggunakan teknologi
informasi untuk menyampaikan pesan dan memengaruhi masyarakat.
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Transformasi Hukum dan Sistem Politik dalam Menghadapi

Perubahan Masyarakat

Perubahan sosial dalam masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi
perkembangan hukum dan sistem politik karena kehidupan masyarakat
terus mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Perkembangan teknologi, perubahan pola hubungan sosial, dan
meningkatnya kebutuhan publik dapat melahirkan persoalan baru yang
membutuhkan pengaturan melalui hukum dan kebijakan negara (Fajri,
2023). Sistem politik harus mampu merespons perubahan tersebut melalui
proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan kewenangan lembaga
negara. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia
merupakan negara hukum sehingga setiap perubahan dalam kehidupan
bernegara harus tetap berdasarkan prinsip hukum yang berlaku. Hubungan
antara perubahan sosial, hukum, dan politik menunjukkan bahwa negara
membutuhkan sistem yang mampu menyesuaikan diri dengan
perkembangan masyarakat.

Perkembangan masyarakat yang berlangsung cepat dapat
menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan sosial dengan kemampuan
hukum dalam mengatur berbagai persoalan baru. Hukum yang dibentuk pada
masa tertentu dapat mengalami keterbatasan ketika menghadapi perubahan
kondisi masyarakat yang belum diperkirakan sebelumnya (Yamani, 2025).
Perubahan nilai dalam masyarakat juga dapat memengaruhi arah kebijakan
negara karena pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 mengatur bahwa pembentukan peraturan
perundang-undangan harus memenuhi asas kedayagunaan dan
kehasilgunaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf e. Ketentuan
tersebut menunjukkan bahwa hukum harus memiliki manfaat dan mampu
menjawab persoalan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Kebutuhan terhadap hukum yang adaptif menjadi semakin penting
karena masyarakat modern menghadapi perubahan yang kompleks dalam
berbagai bidang kehidupan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan
yang memberikan kepastian, tetapi juga sebagai sarana untuk menyesuaikan
kehidupan bernegara dengan perkembangan sosial yang terjadi. Pemerintah
harus membentuk kebijakan dan regulasi yang mampu menjaga
keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kebutuhan masyarakat
(Lorenza & Mulyadi, 2026). Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-
undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, dan
keadilan. Kemampuan hukum dan sistem politik dalam menghadapi
perubahan sosial menjadi bagian penting untuk mempertahankan
keberlangsungan negara hukum yang demokratis.

Globalisasi memberikan pengaruh terhadap pembentukan dan
penerapan hukum nasional karena hubungan antarnegara semakin
berkembang dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, teknologi,
perdagangan, dan sosial budaya. Perkembangan global tersebut
menyebabkan negara harus menyesuaikan berbagai aturan hukum agar
mampu menghadapi perubahan yang terjadi dalam masyarakat
internasional. Pembentukan hukum nasional tidak lagi hanya
mempertimbangkan kondisi dalam negeri, tetapi juga memperhatikan
perkembangan hubungan antarnegara. Pemerintah tetap memiliki
kewenangan untuk membentuk hukum berdasarkan kepentingan nasional
sebagaimana prinsip kedaulatan negara yang tercermin dalam UUD NRI
1945. Pengaruh globalisasi menunjukkan bahwa hukum nasional harus
mampu beradaptasi tanpa kehilangan dasar konstitusional sebagai hukum
yang berlaku dalam wilayah negara.

Hubungan antara hukum nasional dan perkembangan norma
internasional terlihat dari semakin banyaknya persoalan yang membutuhkan
kerja sama antarnegara dalam penyelesaiannya. Negara dapat menggunakan
perkembangan norma internasional sebagai bahan pertimbangan dalam
membentuk kebijakan dan peraturan nasional sesuai dengan kebutuhan
masyarakat (Romolus et al., 2024). Proses penerimaan norma internasional
ke dalam sistem hukum nasional tetap membutuhkan mekanisme yang
sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Pasal 11 ayat (1) UUD NRI 1945
mengatur bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan
negara lain. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum
internasional dengan hukum nasional tetap berada dalam mekanisme
konstitusional negara.

Arus globalisasi menimbulkan tantangan bagi negara dalam menjaga
kepentingan nasional karena berbagai kepentingan global dapat
memengaruhi arah kebijakan hukum dan ekonomi suatu negara. Negara
harus mampu menentukan kebijakan yang tetap mendukung hubungan
internasional tanpa mengabaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat
nasional. Perlindungan terhadap kepentingan nasional menjadi penting agar
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HUKUM DAN
SISTEM POLITIK

Hukum dan politik merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam
kehidupan bernegara. Hukum memberikan fondasi normatif bagi
penyelenggaraan kekuasaan, sementara sistem politik menentukan
bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan.
Relasi keduanya bukanlah hubungan yang statis, melainkan dinamis saling
mempengaruhi, saling membentuk, dan kerap kali saling menegangkan.
Dalam konteks itulah buku ini disusun: untuk menawarkan pemahaman yang
utuh dan kritis mengenai bagaimana hukum dan sistem politik bekerja secara
simultan, baik pada tataran teori maupun praktik. Buku ini terdiri atas
beberapa bagian utama. Bagian pertama membahas landasan teoretis
mengenai hubungan hukum dan politik, termasuk berbagai paradigma dan
pendekatan yang berkembang dalam kajian ilmu hukum dan ilmu politik.
Bagian kedua mengupas dinamika sistem politik mulai dari konstitusi,
lembaga negara, partai politik, pemilu, hingga relasi antara negara dan
masyarakat sipil dengan menempatkan hukum sebagai kerangka analisis.
Sementara itu, bagian ketiga menyoroti tantangan kontemporer yang
dihadapi oleh sistem hukum dan politik di era globalisasi, digitalisasi, serta
menguatnya populisme dan disrupsi teknologi. Isu-isu seperti demokrasi
digital, korupsi, independensi peradilan, dan perlindungan hak asasi manusia
menjadi perhatian utama pada bagian ini.
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